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MOTTO 
 
ََٰيَاء نِمَو ِهِتٓۦ  َل َقَلَخ نَأ ََٰوَزأ مُكِسُفَنأ ن ِم مُك  َةحمَرَو ةَّدَوَّم مُكَنَيب َلَعَجَو اَهَيِلإ ْاوُنُكسَِت ل اج  ۚ  َّنِإ
 ََٰذ فََِٰيَلَ َكِل َنوُرَّكَف َت َي موَق ِل ت   
 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.” (QS. Ar-Rum [30] : 21) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
  
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin s Es 
ش syin sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Ki 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
  
x 
 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (  ـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
 
 
  
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
 
  
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلَا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
  
xiii 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ان بر Rabbanā 
2. ل زن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لج رلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  امولوسرلاإ دمح  Wa mā Muammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  وله الله نإوينقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Dian Rizky Yunneke Putrie, NIM: 152121113;“PERNIKAHAN DINI 
AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM 
DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab 
pernikahan dini karena hamil diluar nikah di Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo, dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini 
akibat hamil diluar nikah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) 
dengan mengambil sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari para 
pelaku nikah dini, kepala KUA Kartasura, tokoh masyarakat dan tokoh agama 
juga mengambil data sekunder sebagai data pelengkap seperti dokumen-dokumen, 
buku, undang-undang, skripsi. Penelitian ini dianalisis dengan melalui tiga alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (data reduction), 2) 
penyajian data (data displays), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 
(conclusion drawing/verification). 
Hasil studi kasus ini menunjukkan pertama, bahwa faktor penyebab 
pernikahan dini di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo karena adanya 
faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, dan bahkan memang ada faktor dari 
anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Kedua, tinjauan hukum Islam 
dan hukum positif terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yakni Imam 
mazhab berbeda pendapat dalam menerapkan hukum pernikahan dini yang 
diakibatkan oleh kehamilan diluar nikah ada yang membolehkan dan ada yang 
tidak membolehkan. Sedangkan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah 
menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam 
BAB II Pasal 6 dan 7 menyebutkan bahwa pernikahan hanya di izinkan jika pihak 
pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 
tahun.  
 
Kata kunci: pernikahan dini, hamil diluar nikah. 
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ABSTRACT 
Dian Rizky Yunneka Putrie, NIM: 152121113; “EARLY WEDDING 
DUE TO UNWED PREGNANCY IN THE VIEW OF ISLAMIC AND 
POSITIVE LAW (Case Study in Kartasura Sub-District, Sukoharjo 
Regency)." This study aims to determine the factors that cause early marriage due 
to unwed pregnancy in Kartasura Sub district in Sukoharjo Regency, and how the 
view of Islamic and positive law against early marriage due to unwed pregnancy. 
This type of research is a qualitative-field research by taking primary data 
sources which is obtained directly from early marriage subjects, the head of KUA 
Kartasura, and religious leaders. This research also takes secondary data as 
supplementary data such as documents, books, constitution, journal, and thesis. 
This research is analyzed through out three activities which are done 
simultaneously, that is: 1) data reduction, data displays, and draw conclusion or 
verification. 
The results of this case study show: First, that the factors of early marriage 
in Kartasura Sub district in Sukoharjo Regency are due to educational factors, 
economic factors, unwed pregnancy, and even there are factors from the related 
person who wishes to marry. Second, the view of Islamic and positive law on 
early marriage due to unwed pregnancy namely the Imam mazhab have different 
opinions in applying the law of early marriage due to unwed pregnancy, there are 
some who permit it and some who prohibit it. Whereas, early marriage due to 
unwed pregnancy according to the Constitution No. 1 of 1974 concerning 
Marriage is regulated in CHAPTER II of Section 6 and 7 states that marriage is 
only permitted if the male reaches the age of 19 years old and the female has 
reached the age of 16 years old. 
 
Keywords: early marriage, unwed pregnancy. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling 
mencintai dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Sebagaimana dijelaskan di dalam 
al-Qur’an perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua 
makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, Semua 
yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, 
sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat (49) 
disebutkan: 
يَش ِّلُك نِمَو  ء اَنقَلَخ  ِنيَجوَز مُكَّلَعَل  َنوُرََّكذَت   
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariyat: 49)2 
                                                          
1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. cet. ke-2, 
2015), hlm. 51. 
 
2 QS. Adz-Dzariyat [51] : 49.  
1 
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Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang 
melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi 
binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu dasar 
syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika 
dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang 
beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus 
mengikuti tata cara yang normatif dan legal.3 
Di era zaman now, fenomena yang terjadi maraknya pergaulan bebas 
antara laki-laki dengan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan 
yang sifatnya tidak lagi dipatuhi. Permasalahan yang timbul dalam 
masyarakat ini terkait pernikahan dini akibat hamil diluar nikah nampaknya 
bukan lagi sesuatu yang tabu. Disebabkan karena angka pacaran meningkat, 
dan juga sudah tidak ada norma-norma yang tercermin diantara remaja. 
Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran menyebabkan 
hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai islami terutama 
pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum 
menikah dan bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang dalam 
agama.4 
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 
                                                          
3 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, 
(Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-1, 2013), hlm.17. 
 
4 Yuliyanto, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 9 Agustus 2018, jam 10.30-11.45 WIB. 
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dilaksanakan menurut agama masing-masing. Lembaga pernikahan bagi 
umat Islam adalah lembaga sakral yang mensahkan hubungan seksual antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan seksual yang 
dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan 
pernikahan yang sah adalah termasuk zina meskipun dilakukan atas dasar 
suka sama suka.5 
Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang 
wanita hamil diluar nikah. Wanita yang hamil diluar nikah dianggap 
membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk 
menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan beberapa hukum 
islam, hukum nikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan 
zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria 
yang menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinainya. Para ulama 
memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut. 
Pernikahan wanita saat hamil juga disebutkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala 
manfaat dan mudharatnya. Kompilasi mengatur soal kawin dengan 
perempuan hamil dalam Pasal 53: 
1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya. 
                                                          
5 M. Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, (Jakarta: CV 
Satelit Buana, 2003), hlm.14. 
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2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. 
Di Kabupaten Sukoharjo terdapat 12 Kecamatan di antaranya; 
Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan 
Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Mojolaban, 
Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, 
Kecamatan Tawangsari, dan Kecamatan Weru. Kecamatan Kartasura dalam 
3 tahun terakhir dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan angka 
pernikahan dini dibandingkan dengan 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Sukoharjo. Data yang diperoleh penulis dari KUA Kartasura tahun 2017 
sampai dengan tahun 2018 yakni mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 
terdapat 7 pasangan yang melakukan pernikahan dini, begitu di tahun 2018 
mengalami peningkatan sejumlah 9 pasangan yang menikah diusia dini.6 
Perkawinan dini dikatakan belum siap atau belum masak jiawa raganya 
akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya. 
Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti dan 
mengupas lebih dalam persoalan yang menjadi momok masyarakat di 
lingkup kecamatan Kartasura. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat 
persoalan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut dengan judul: 
                                                          
6 Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk, (data KUA Kecamatan Kartasura: 2017-
2018). 
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‘’PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DALAM 
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo)’’ dengan mengambil obyek penelitian di KUA 
Kartasura dan tokoh agama juga tokoh masyarakat di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. 
B. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah faktor penyebab hamil di luar nikah di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 
pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab hamil diluar nikah di Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap 
pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada khalayak 
umum. 
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1. Manfaat teoritis 
a. Untuk memberikan informasi tentang pernikahan dini akibat hamil 
diluar nikah dalam tinjauan hukum islam di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo bagi penulis pada khususnya dan pada 
masyarakat pada umumnya terhadap pemikiran akan pentingnya 
pengetahuan dibidang perkawinan; dan 
b. Memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan dalam bidang 
hukum, khususnya tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah 
dalam tinjauan hukum islam di Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo. 
2. Manfaat praktis 
a. Memberi masukan dan manfaat serta menambah wawasan bagi 
masyarakat dalam ilmu hukum Islam. 
b. Untuk memberikan gambaran umum mengenai dampak dari 
pernikahan dini karena hamil di luar nikah. 
c. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum. 
E. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan mengenai pernikahan dini tampaknya sudah banyak 
dan sering di jumpai dalam buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Setelah 
melakukan penelusuran data ada beberapa yang hampir sama dengan 
masalah yang penulis teliti, penelitian yang lain tersebut antara lain: 
Skripsi milik dari Laila Anis Afifah alumni Fakultas Tarbiyah Dan 
Ilmu Keguruan IAIN Salatiga 2017 yang berjudul “Fenomena Pranikah Di 
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Kalangan Remaja Di Tinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam”. Dalam 
skripsi ini membahas tentang faktor apa yang menyebabkan terjadi kasus 
hamil pranikah di kalangan remaja, khususnya remaja usia 13-18 tahun atau 
sedang menempuh pendidikan SMP-SMU di Kecamatan Jambu, Kabupaten 
Semarang di tinjau dari kurangnya pendidikan Islam, bagaimana kondisi 
kehidupan remaja hamil pranikah di tinjau dari kurangnya pendidikan 
Islam, khususnya remaja usia 13-18 tahun atau sedang menempuh 
pendidikan SMP-SMU di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, dan apa 
alasan remaja hamil pranikah di Kecamatan Jambu melakukan hubungan 
seksual sebelum menikah di tinjau dari kurangnya memahami nilai-nilai 
pendidikan Islam yang hasilnya adalah penyebab terjadinya hamil pranikah 
pada remaja di Kecamatan Jambu terbagi menjadi 3 faktor yaitu faktor 
perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Kondisi kehidupan remaja 
hamil pranikah di Kecamatan Jambu sesudah menikah dan mempunyai anak 
adalah lebih banyak yang bertanggungjawab, sebagian besar masih tinggal 
bersama dengan kedua orangtua, kebutuhan ekonomi masih dicukupi oleh 
orangtua, sebagian besar suaminya ada yang sudah bekerja dan ada yang 
belum bekerja, kurang memahami nilai-nilai pendidikan Islam sehingga 
hubungan dengan orangtua dan suami setelah menikah ada yang harmonis 
dan ada yang tidak harmonis hingga bercerai. Kemudian alasan remaja 
hamil pranikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah di 
Kecamatan Jambu adalah orangtua yang tidak setuju, dicekoki minuman 
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keras, rasa cinta terhadap pasangan, rasa penasaran terhadap wanita, suka 
sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual, kesempatan. 
Skripsi milik dari Diana Putri Aprilia alumni Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta 2017 yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan 
yang Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Desa Dibal)”. Dalam skripsi ini 
membahas tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga bagi pasangan 
yang hamil diluar nikah dan bagaimana perbandingan keharmonisan rumah 
tangga antara pasangan yang hamil diluar nikah dengan pasangan yang 
lainnya yang hasilnya adalah pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, 
banyak hal yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga harus kandas 
ditengah jalan. Bisa dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan 
yang hamil di luar nikah tidak harmonis. 
Skripsi milik dari Muhammad Zaenul Anwar alumni Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta 2017 yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab 
terjadinya Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keharmonisan 
Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas 
Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi ini membahas tentang apa penyebab 
terjadinya pernikahan dini di desa Babakan dan apa dampaknya terhadap 
keharmonisan rumah tangga yang hasilnya adalah penyebab pernikahan dini 
di desa Babakan karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, 
dan faktor hamil diluar nikah. Dari faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi 
menjadi faktor yang paling dominan melatar belakangi terjadinya 
pernikahan dini. Kemudian pernikahan dini mempunyai dampak negatif 
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terhadap ekonomi keluarga juga berdampak pada kesehatan baik secara fisik 
maupun psikis yang akan mempengarhui terhadap ibu maupun anaknya. 
Dari berbagai telaah pustaka tersebut di antaranya ada beberapa 
yang memang hampir mirip dengan yang penulis tulis yang mana dalam 
melakukan penelitian juga meneliti tentang dampak dari pernikahan dini 
akibat hamil, bedanya dengan penulis ialah meneliti hal-hal apa yang 
menjadi faktor penyebab hamil diluar nikah di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum 
positif terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dengan mengumpulkan judul-judul skripsi 
yang sekiranya membahas hal-hal tersebut agar memudahkan dalam 
menggali informasi yang akan dikupas dalam penelitian  di Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
F. Kerangka Teori 
Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan yang bukan mahram. Pergaulan yang dimaksud bukan 
hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk 
Allah. Binatang pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus 
terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan”, 
meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta 
Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan” 
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melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna 
nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas 
persetubuhan. Karena kata “nikah”7 adalah bahasa Arab, sedangkan kata 
“kawin” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.8 
Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 
embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan ini bukan saja 
merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 
tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 
pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan 
menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.9 
Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, 
pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang 
dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan. Seiring 
perkembangan zaman, image yang berkembang di masyarakat justru 
sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah 
paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat 
belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak 
membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan.10. 
                                                          
 7 al-Munawir, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia Terlengkap, edisi kedua (Surabaya: 
Pustaka Progresif, 2016), hlm. 1461. 
 
 8 Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.11 
 
 9  Ibid. 
 
10  Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,’’ Jurnal Syariah dan 
Hukum, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm.125-134. 
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Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat 
dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada 
beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi 
dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin 
menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena “kecelakaan’’. 
Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua.11 
Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan 
bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika 
pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 
umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia 
minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai 
pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar 
siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental.12 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi 
yakni menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan 
metode pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dipandang 
mampu menganalisa realitas sosial secara mendetail. Metode kualitatif 
dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau 
menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik yang berbentuk kata-
                                                          
 11 Dian Luthfiyati, Metodologi Penelitian Kesehatan, cetakan III, (Jakarta: Rineka 
Cipta). 
 
 12  Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam …, hlm.125-134. 
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kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan 
temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan 
berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, misalnya 
persepsi, perilaku, dan lain-lain. 
Seperti dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Bagdan dan 
Taylor, penelitian kualitatif di definisikan sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang diucapkan 
oleh pelaku yang di amati.13 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
oleh penulis secara langsung dari sumber datanya dari para pelaku 
nikah dini sejumlah 3 pasangan, kepala KUA Kecamatan Kartasura 
yaitu Bapak H. Agus Ridwan Widodo, S.Ag, tokoh masyarakat 
Bapak Budiyono, S.H selaku Lurah di Pucangan, Kecamatan 
Kartasura, dan tokoh agama Bapak Sri Sadiman, S.Pd., M.Pd. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data tambahan atau sebagai 
pelengkap. Dengan jalan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen, 
buku-buku, undang-undang, dan skripsi. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
                                                          
13 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  
1989), hlm. 3. 
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Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Observasi dan wawancara dilakukan 
selama penyusunan penelitian skripsi ini dilakukan dan diselesaikan 
sampai titik terpenuhinya data atau informasi yang dibutuhkan oleh 
penulis. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi 
dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di 
jawab dengan lisan pula.14 Metode ini di gunakan untuk 
mengumpulkan informasi langsung dari subjek penelitian, yaitu 
pelaku nikah dini, kepala KUA Kartasura, tokoh masyarakat, dan 
tokoh Agama. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 
meminta jawaban, menulis jawaban responden, dan mengadakan 
proding (menggali keterangan yang lebih mendalam). 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi cara untuk memperoleh data dengan melihat 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 
Teknik dokumentasi di gunakan dengan maksud untuk memperkuat 
dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Teknik dokumentasi 
yaitu metode yang digunakan untuk menemukan data mengenai hal-
                                                          
14 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  
2005), hlm. 94. 
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hal yang diteliti melalui catatan-catatan, transkrip, buku, dan 
sebagainya.15 Dokumen yang penulis butuhkan diantaranya; data 
luas jumlah penduduk, data kepadatan penduduk dirinci menurut 
desa, data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan akhir di 
Kecamatan Kartasura, data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan 
di Kecamatan Kartasura, dan data jumlah pemeluk agama menurut 
desa. Kemudian melihat transkrip data angka peristiwa pernikahan 
dan pernikahan dini tahun 2017-2018 di KUA Kartasura. 
5. Teknik analisis data 
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil wawancara. Analisa ini perlu dilakukan untuk 
mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam 
praktiknya tidak dapat di pisahkan dengan proses pengumpulan data, 
dan di lanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Menurut Miles dan 
Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan 
melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) 
reduksi data (data reduction), 2) penyajian data (data displays), dan 
penarikan kesimpulan atau verivikasi (conclusion drawing 
/veriffication).16 
 
                                                          
15 Aminudin dan Zaina Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), hlm. 32. 
 
16 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm.  
64. 
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a. Reduksi Data 
Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan 
lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus 
penelitian, di fokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah 
dikendalikan. 
b. Penyajian Data 
Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data dalam 
bentuk laporan data yang diperoleh dari KUA Kartasura dan 
Kecamatan Kartasura.  
c. Menarik Kesimpulan 
Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan 
ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Penulis 
melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna 
yang terkandung di dalamnya. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka disusun dalam 5 (lima) bab yang 
saling berkaitan sebagai berikut: 
Bab pertama, yaitu membahas latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
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Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 
persoalan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam tinjauan hukum 
Islam dan hukum positif. Bagian ini membahas tentang pengertian 
pernikahan, tujuan pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, rukun dan syarat 
pernikahan, hikmah pernikahan, pengertian pernikahan dini, pernikahan 
dini perspektif undang-undang perkawinan, batasan umur ideal pernikahan, 
tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pernikahan dini akibat 
hamil diluar nikah, pernikahan dalam pandangan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Bab ketiga, menguraikan mengenai gambaran umum di Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo tentang pernikahan dini akibat hamil diluar 
nikah yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, demografi 
kependudukan, tingkat pendidikan, perekonomian, sektor agama, 
pernikahan di Kecamatan Kartasura, pernikahan dini di Kecamatan 
Kartasura. Dalam hal ini penulis juga membatasi siapa saja yang akan 
menjadi narasumber dalam wawancara. 
Bab keempat, berisi analisa yang akan dikemukakan dalam bab ini 
adalah analisis terhadap faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan 
Kartasura, analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 
pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. 
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Bab kelima, kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri 
dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari proposal 
skripsi ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
Kata nikah dalam bahasa Indonesia berarti ikatan (akad) 
perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran 
agama.1 Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai 
hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan 
merupakan sunnah Rasulullah Saw dan media yang paling cocok antara 
panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, 
dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika 
Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat 
kuat, perjanjian yang kokoh (mitsa>qan ghalidha>n) untuk menaati 
perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).2 
a. Secara Bahasa 
Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha–
yankihu–nikahan3 yang mengandung arti berhimpun dan berkumpul 
                                                          
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/nikah. Diakses pada 
27/11/2018.  
2 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. cet. ke-2, 
2015), hlm. 53. 
 
3 al-Munawir, Kamus Kontemporer Arab - Indonesia, (Jakarta: Multi Karya Grafika, 
1990), hlm. 1943. 
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) ُع  ُم  ُجلا ُو  ُم ُضلا(;4 berhubungan seksual dan berhimpun 
) ُم ُضلا ُو ُءط ُولا(5; berhimpun, berhubungan seksual dan akad ُ ُم ُضلا(
ُ )  ُد  ُق ُعلاُ  ُوُ  ُءط ُولاُ  ُو6. Dikatakan pula artinya saling memasuki atau 
mencampuri ادتلا()لخ  sebagaimana dalam kalimat  ُ ت ُن ُُك ا ُح ُتُ
 ُلا ُش ُج ُرا  (mengawinkan tumbuhan) apabila saling tarik menarik dan 
saling bergabung antara satu jenis tumbuhan dengan lainnya;7 
pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu 
tempat.8 
Al-Azhari mengatakan bahwa pada asalnya nikah dalam 
perkataan Arab bermakna ءطولا (al-wath’u) yakni berhubungan 
                                                          
4 Abu bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, hlm. 462; Muhammad Syata 
ad-Dimyati, I’anah al-Tha>libi>n Juz III, Bandung: al-Ma’arif, tt., hlm. 254. 
5 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah, Jilid IV (Beirut: Daral-Fikr, 
tt.) hlm. 1. 
6 Ibn Qasim al-Ghaza, Hasyiah al-Bajuri, juz II (Semarang: Riyadh Putra), hlm. 90. 
7 Muhyidin an-Nawawi, al-Majmuu’ Syarhu al-Muhadzdzab, Beirut: Daar al-Fikr, 1425 
H/2005 M Juz XVII, hlm. 276. 
8 al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, ibid. 
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seksual. Dikatakan pula bahwa nikah bermakna يوزتلاج  yakni 
perkawinan yang menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan 
seksual dengan cara yang halal.9 Berkata al-Nawawi: “Nikah secara 
bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut “akad 
nikah”, kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.” 
Al-Fara’ seorang ahli bahasa Arab mengatakan bahwa orang 
Arab menyebutkan kata “Nukah al-mar’atu” artinya adalah organ 
kewanitaan. Jika mereka mengatakan “nakaha al-mar’ata” artinya 
telah menggauli di organ kewanitaannya.10 
Kata “nikah” juga berarti “penetration”: penembusan sesuatu 
benda oleh benda lainnya. Misalnya, benih menikahi tanah atau rasa 
kantuk menikahi mata. Kata ini juga berarti dua benda saling 
berbelit. Misalnya, pohon nikah satu sama lain, berarti pohon-pohon 
itu saling membelit.11 
Menurut al-Asqalani “nikah” berarti “merengkuh atau 
menebus.” Jika dilafalkan “nukah” ini berarti kelamin wanita. Kata 
ini hanya digunakan dalam konteks melakukan hubungan seksual. 
                                                          
9 Ibnu Mandzur, Lisaanu al-‘Arab, Kairo: Daar al-Ma’arif, jilid VI, bab: نونلا (Huruf 
Nuun). hlm. 4537. 
10 Nawawi, Syarh Shahih Muslim juz 9, hlm. 171. 
11 Sheik Mousa Ben Mohammed al-Kaleeby, Kamus Istilah-istilah Qur’an dan Artinya, 
Cairo, Maktabat al-Adab, 2002. 
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Jika kata ini dihubungkan dalam pernikahan, maka ini berarti 
berhubungan seksual adalah kewajiban dalam pernikahan. Al-Fassi 
berkata, “Jika dikatakan seorang pria menikahi seoran wanita, berarti 
pria ini menikahi sang wanita, dan jika dikatakan seorang pria 
menikahi isterinya, ini berarti dia berhubungan seksual dengan 
isterinya.”12  
b. Perspektif Al-qur’an 
Dalam Al-qur’an kata “nikah” dalam berbagai bentuknya 
ditemukan sebanyak 23 kali.13 Kata ini sebagaimana telah diuraikan 
kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi kadang juga 
dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Kata nikah yang 
berarti akad nikah, misalnya ayat: 
ُن إ وم تف  خَُُل أُ ُاو ط  سق تُي فَُُٰى مَٰ ت يلٱُ ُاو ح كنٱ فُا مُ ُط َُ اُم ك لُ ُن مُ ُءا س نلٱُ
َُٰى نث مُ ُثَٰ ل  ث وُ ُعَٰ ب ر و  ُۖن إ فُم تف  خَُُل أُ ُاو ل دع تُ ُح َٰ و  ف ُة  دُو أُا مُت ك ل مُم ك ن َٰ مي أ  ُۖ
 ُك لَٰ ذَُُٰى ند أَُُل أُ ُاو لو ع  تُُ
Artinya:“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) 
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki, Yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya.”14 
                                                          
12 Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asaalani, Kitab al-Nikah, Beirut, Dar al-Balagha, 
1986. 
13 al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’an al-Karim. 
Cet. III; Dar al-Fikr, t.t., hlm. 889. 
14 QS. An-Nisa’ [4] : 3. 
22 
 
Ayat lain misalnya: 
 ُن  تُ  ل وا با ءُ  ح ك نُ ا مُ او ح كم ك ؤُ ُن مُ ُءا س نلٱَُُل إُا مُد قُ ُس َُ  ل  ُۖ َُهن إۥُ ُنا كُ
ة ش  حَٰ فُاتق م وُ ُءا س وُ ُي ب سُ لُُُ
Artinya:“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-
wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali 
pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat 
keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”15 
  Kata nikah yang berarti hubungan seksual, misalnya ayat: 
 ُن إ فُ ُه لُ ل  ح تُ  ل فُا ه قَل طۥُ ُن مُ ُدع بَُُٰىَت  حُ ُح كن تُ ُزا  ً وُ ُه ري غۗۥُن إ فُا ه قَل طُُ ل فُ
 ُحا ن ًُا م هي ل عُن أُا ع  ً ا ر  ت  يُن إَُان ظُن أُا مي ق يُ ُدو د حُٱ ُهَلل ُۗۖ ُل ت و ُكُ ُدو د حُ
 ُهَللٱُا ه  ن  ي  ب  يُمو ق لُ ُنو م لع يُُُ
Artinya:“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang 
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia 
melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian 
jika suami yang lain itu meceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 
keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 
yang (mau) mengetahui.”16 
Arti nikah pada ayat diatas adalah al-wath-u atau al-jima’u 
(melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah.17 Karena 
                                                          
15 QS. An-Nisa [4] : 22. 
16 QS. al-Baqarah [2] : 230. 
17 Ibnu Qudamah mengatakan : “Disebutkan bahwa lafaz nikah di dalam al-qur’an tidak  
ada yang artinya melakukan hubungan seksual, kecuali firman Allah subhanahu wa ta’ala : “hatta 
tanhika zaujan ghairahu (QS. al-Baqarah [2] : 230”. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 7, Dar al-Kitab 
al-Arabi, hlm. 333. 
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seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad 
nikah. 
Seorang isteri yang telah diceraikan suaminya yang pertama 
sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, 
maka dia harus melakukan “nikah” dengan suaminya yang kedua 
tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada 
suaminya yang pertama. Melakukan “nikah” dengan suami yang 
kedua, maksudnya adalah melakukan “hubungan seksual”18 
c. Perspektif Hadits 
Nikah dalam arti melakukan hubungan seksual pada ayat 
diatas dikuatkan oleh Hadis Aisyah radhiyallahu ‘anha: 
 ُع ُنُ ُع ُئا ُش ُةُ ُق ُلا ُتُ ُس ُئ ُلُ ُرُ ُس ُلوَُُللالسُوُهئلعُللهاُىلصُهم-ُ ُع ُنُ ُر ًُ ُلُ
 ُطَُل ُقُ ُما ُرُُ ُا ت ُه- ُ ي ُع ُن ُثُى ُلُُ ثا-ُ ُ ف ُ ت ُزَُو ًُ ُتُ ُز ُو ًُ ُغُا ُ ي ُُر هُ ُف ُد ُخ ُلُُ ب ُه ُثُاَُمُ ُطَُل ُق ُهُا
 ُ ق ُب ُلُُ ا ُنُ ُ ي ُواُ
 ُق ُع ُه ُاُا ُت ُح ُلُُ ل ُز ُوُ ًُ ُه ُلاُاَُو ُلُ ُق ُلا ُتُ ُقا ُلَُُنلا ُب ُئ-ُُللهاُىلص
ملسُو ُهيلع-ُ ُل ُت ُح ُلُُ ل ُلَُو ُلُ ُحَُت ُتُى ُد ُقوُ ُع ُس ُ ي ُل ُُةالآ ُخ ُرُ ُوُُ ي ُذ ُقوُ ُع ُس ُ ي ُُل ت ُهُُ
Artinya:“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam ditanya mengenai seorang laki-laki yang mencerai 
isterinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-
laki yang lain dan bertemu muka dengannya kemudian ia 
mencerainya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi 
                                                          
18 Ibnu al-Arabi mengatakan bahwa Sa’id bin al-Musayib berpendapat bahwa seorang 
perempuan yang telah dicerai suaminya tiga kali, maka dia menjadi halal lagi bagi suaminya yang 
pertama, jika sudah melakukan akad nikah dengan suami yang kedua, tanpa harus melakukan 
hubungan seksual dengannya berdasarkan zahir dari ayat diatas (QS. al-Baqarah [2]: 230), kemudian 
Ibnu al-Arabi membantah pendapat tersebut. Ibnu al-Arabi, Ahkam al-Qur’an, juz: 1, hlm. 267… 
Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa isteri yang sudah dicerai 3 kali, harus 
melakukan hubungan seksual dengan suami yang kedua sebelum kembali kepada suami yang 
pertama. Muhammad Syamsul al-Haq al-Azim Abadi, Aun al-Ma’bud, juz 6, hlm. 301 
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suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi shallallahu 
‘alaihi wasallam berkata: “Ia tidak halal bagi suaminya yang 
pertama hingga ia merasakan manisnya (hubungan seksual) dengan 
suaminya yang lain, dan ia (sang suami) juga merasakan manisnya 
(hubungan seksual) dengannya.”19 
Contoh dari hadis yang menunjukan bahwa arti nikah adalah 
melakukan hubungan seksual sabda Rasulullah shalallahu a’alihi 
wa sallam: 
 ُا ُص ُ ن ُع ُو ُُك اَُلُ ُش ُء  يُُ
 اُّل ُنلاُ ُكحا 
Artinya:“Lakukanlah segala sesuatu (dengan isterimu yang sedang 
haid) kecuali nikah yaitu jima”20 
Dalam riwayat lain disebutkan: 
 ُصا ُ ن ُع ُواُ ُكَُلُ ُش ُي ُءُُ اُّل ُجلاُ ُمعا 
Artinya:“Lakukanlah segala sesuatu (dengan isterimu yang sedang 
haid) kecuali jima”21 
Setelah kita mengetahui bahwa nikah mempunyai dua arti, 
yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan 
yang muncul adalah bagaimana kita membedakan antara arti tersebut 
di dalam suatu pembicaraan? Para ulama membedakan antara 
keduanya dengan keterangan sebagai berikut: Jika dikatakan bahwa 
seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yaitu fulanah 
                                                          
19 HR. Bukhari [No. 5260] dan Muslim [No. 1433]. 
20 HR. Muslim [No. 302]. 
21 Hadits Shahih Riwayat Ibnu Majah [No. 527]. 
25 
 
binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad 
nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah 
dengan isterinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan 
hubungan seksual dengannya.22 
Dengan berbagai makna nikah tersebut, baik ditinjau dari 
aspek bahasa, Al-qur’an maupun Hadis, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa semua makna itu bermuara pada satu makna yang sama, yaitu 
berhubungan seksual, berkumpul dan akad. 
d. Perspektif Ulama Ushul Fiqh 
Dari kedua makna nikah - akad dan hubungan seksual, para 
ulama berbeda pendapat mengenai mana yang hakikat dan mana 
yang majaz. Pendapat pertama mengatakan bahwa nikah pada 
hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang 
dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini 
pendapat dari mazhab Syafi’iyah, disahihkan oleh Abu Tayib, 
Mutawali dan Qadi Husain.23 Al-Zamakhsyari mengatakan, “Tidak 
ada maksud lain dari nikah dalam al-qur’an selain makna akad 
karena makna watha’ (bersetubuh) hanya sebagai penjelas. Adapun 
                                                          
22 Penjelasan ini disebutkan oleh al-Farisi dan dinukil oleh Abu Bakar bin Muhammad al 
Husaini di dalam Kifayah al-Akhyar, hlm. 460. Disebutkan juga oleh Syekh al-Utsaimin di dalam 
Syarh al-Mumti’, juz 5, hlm. 79. 
23 Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, Kifayah al-Akhyar, hlm. 460. 
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jika ingin menggunakan lafadz kinayah (kiasan), maka dapat 
menggunakan kata al-mulaamasah atau al-mumaasah (saling 
bersentuhan).”24 Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh 
Syekh al-Utsaimin.25  
Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya 
dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai 
secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-
Azhari, al-Jauhari dan al-Zamakhsari, ketiganya adalah pakar bahasa 
Arab.26 
Pendapat ketiga mengatakan bahwa pada hakikatnya maksud 
dari nikah adalah kedua pengertian diatas. Menurut Abul Qasim al-
Zajjad, Ibn Hazm, Imam Yahya, dan sebagian ulama ahli ushul dari 
sahabat Abu Hanifah dalam kata nikah berserikat antara makna akad 
dan hubungan seksual. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar 
meskipun kata yang banyak dipakai adalah kata akad. 
 
                                                          
24 Makna yang menyimpang dari makna sebenarnya. [Lihat: Ibnu Manzur, Lisaanu al-
‘Arab, Kairo: Daar al-Ma’arif jilid V, bab: نيغلا (Huruf Ghain)], hlm. 3327. 
25 al-Utsaimin, Syarh al-Mumti’, juz 5, hlm. 79. 
26 Pendapat Zamakhsari ini dinukil oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidhah di dalam 
komentarnya pada buku Kifayah al Akhyar, hlm. 460. Beliau juga memilih pendapat ini dengan 
alasan bahwa Zamakhsari adalah ahli bahasa yang lebih unggul dibanding dengan yang lainnya. 
Lihat juga di Ibnu al-Mandhur, Lisan al-Arab, juz 2, hlm. 626. 
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e. Perspektif Ulama Fiqh 
Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna 
nikah secara istilah. Ulama klasik lebih berorientasi kepada 
kehalalan hubungan seksual. Mustafa as-Siba’iy merumuskan 
pernikahan dengan: 
 ُع ُق ُدُ ُ ب ُي ُنُ ُر ًُ ُلُ ُُو
 ا ُم ُُر ا ُة
 ُحا ُلُُ ل ُهُ ُش ُر ُع ُغا ُ يُا ُت ُهُُ
 ُا ن ُش ُءا ُر ُبا ُط ُةُُ ل ُل ُح ُي ُةُاُ ُلا ُم ُش ُت ُرُ
 ُك ُة ُوَُنلا ُس ُلُ  
Artinya:“Suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang dihalakan menurut syara’ yang bertujuan 
menumbuhkan ikatan untuk hidup bersama dan berketurunan”.27 
Dalam definisi ini ditegaskan bahwa akad nikah itu adalah 
akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (dalam definisi 
yang dikemukakan fuqaha sebelumnya tidak tegas siapa yang 
mengadakan akad). Sekalipun tidak dijelaskan mengenai akibat dari 
akad perkawinan yang berupa hak dan kewajiban, tetapi dalam 
definisi ini sudah ada tujuan dari adanya akad yaitu hidup bersama 
dan berketurunan. 
Menurut Muhammad Abu Ishrah pernikahan yaitu: 
 ُع ُق ُدُُ ي ُف ُدي ُح ُلُ ُعلا ُش ُُر ةُ ُ ب ُي ُنُ ُرلا ًُ ُلُ ُوُ ُملا ُُر ا
 ُةُ ُوُ ُ ت ُع ُوُاُُ ن ُه ُما ُوُُ ي ُح ُدُ ُما 
 ُلا ُك ُهيل ُماُ ُم ُن  ُح ُق ُقوُ ُو ُم ُعُا ُُل ي ُهُ ُم ُنُ ُو ًُ ا ُب ُتاُ
                                                          
27 Mustafa as-Siba’iy, al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, hlm. 32-33. 
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Artinya:“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan bergaul 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan 
mengadakan tolong menolong dan membatasi (menentukan) hak 
bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-
masingnya.” 
Dalam definisi ini dijelaskan bahwa perkawinan itu selain 
mengakibatkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan 
yang dilandasi prinsip tolong menolong juga mengakibatkan adanya 
hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. 
Tampak bahwa pengertian nikah menurut istilah yang 
dikemukakan oleh para ulama bermuara pada satu konteks akad 
yang menghalalkan hubungan seksual. Hal ini lantaran yang 
menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin 
hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan 
yang bersifat biologis. 
f. Perspektif Undang-undang 
Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa nikah itu 
bukanlah akad tamlik, melainkan akad ibahah dimana kedua belah 
pihak, suami maupun isteri diperbolekan saling menuntut hubungan 
seksual. Jadi, bukan hanya memberikan kepada suami saja hak 
penggunaan kenikmatan tetapi juga kepada isteri. Dengan demikian 
isteri berhak menuntut hubungan seksual dari suaminya dan suami 
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berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut 
hubungan seksual dari isterinya.28 
Pendapat ini tampaknya yang diikuti oleh Undang-undang 
No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikannya 
sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.29 
Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan 
nya sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau mitsa>qan 
ghalidha>n untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah yang memiliki tujuan sangat mulia yaitu untuk 
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.30 
2. Tujuan Pernikahan 
Menurut Beni Ahmad Saebani, pernikahan adalah pranata yang 
menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari 
suaminya. Keperluan hidup wajib ditanggung oleh suaminya. 
Pernikahan guna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), 
                                                          
28 Sudaryo el-Kamali, Fiqh Munakahat, Diklat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, 
(Pekalongan: t.np., t.t.), hlm. 3-4. 
29 New Merah Putih, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Galang Press 
2009. 
30 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm.19. 
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sebab kalau tidak dengan nikah, anak dilahirkan tidak diketahui siapa 
yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggungjawab menjaga dan 
mendidiknya. Nikah dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab 
kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya. 
Tujuan pernikahan sebenarnya dalam Islam adalah pembinaan akhlak 
manusia dan memanusiakan kehidupan secara sosial dan kultural.31 
Secara materiel, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, 
tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu 
sampai sekarang, diantaranya:32 
a. mengharapkan harta benda, 
b. mengharapkan kebangsawanannya, 
c. ingin melihat kecantikannya, 
d. agama dan budi pekertinya yang baik. 
Pertama, harta. Kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki 
maupun dari pihak perempuan. Misalnya ingin menikah dengan 
seorang hartawan, sekalipun dia tau bahwa pernikahannya itu tidak 
akan sesuai dengan dirinya dan kehendak masyarakat. Pandangan ini 
bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari 
pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya 
dibawah pengaruh perempuan dengan hartanya. Hal demikian adalah 
                                                          
31 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 19. 
32 Ibid, hlm. 20. 
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berlawanan dengan hukum alam dan titah Allah yang menjadikan 
manusia sebagai makhluk yang merdeka. Allah telah menerangkan 
dalam Al-quran cara yang sebaik-baiknya bagi aturan kehidupan 
manusia, yaitu sebagai berikut. Firman Allah SWT dalam surat An-
Nisa ayat 34: 
ا س نلٱُى ل عُ نو م ََٰو  قُ  لا  ً  رلٱ
 ُُءا  م بُ ُلَض فُ ُهَللٱُم ه ضع بَُُٰى ل عُضع بُا م ب و  ُۖ ُاو ق فن أُ
ن مُم ه ل َٰ وم أ  ُۖ ُت َٰ ح ل ََٰصلٱ فُ ُتَٰ ت نَٰ قُتَٰ ظ ف َٰ حُ ُبي غل لُ ُم باُ ُظ ف حُ ُهَللٱ  ُۖي ت
ََٰلٱ وُ
 ُنو فا خ تَُُن ه زو ش نَُُن هو ظ ع فَُُن هو ر جهٱ وُي فُ ُع  ً ا ض ملٱُضٱ وَُن هو ب ر  ُۖن إ فُ
م ك نع ط أُُ ل فُ ُاو غب تَُُن هي ل عُُ لي ب س َُُۗۖن إُ ُهَللٱُ ُنا كُ ُعّاي لُاري ب كُُُ
Artinya:“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang 
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 
Tinggi lagi Maha besar.”33 
Kedua, mengharapkan kebangsawanannya, yang berarti 
menginginkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah 
sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan 
dihinakan, karena kebangsawanan salah seorang diantara suami itu 
tidak akan berpindah kepada orang lain.34  
                                                          
33 QS. An-Nisa [4] : 34. 
34 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22. 
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Ketiga, kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik 
dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan sebab harta 
dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan 
sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan sombong karena 
kecantikannya itu. 
Keempat, agama dan budi pekerti. Inilah yang patut dan menjadi 
ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar 
kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga. 
Firman Allah SWT: 
 ُت َٰ ح ل ََٰصلٱ فُ ُتَٰ ت نَٰ قُتَٰ ظ ف َٰ حُ ُبي غل لُا م بُ ُظ ف حُ ُهَللٱ  ۖ . . . 
Artinya:“Oleh sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat 
kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 
karena Allah telah memelihara (mereka)…” 
Dasar pijakan seseorang menikah seharusnya karena melihat 
agama dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah 
yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku 
sebagai peringatan bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan 
menjodohkan anaknya; sebab kalau tidak berada dijalan yang benar, 
orangtua seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa 
anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkan lebih dahulu dengan 
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sedalam-dalamnya antara manfaat dan madarat yang bakal terjadi pada 
hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan.35  
3. Prinsip-prinsip Pernikahan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan 
pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, 
ia tidak dapat lepas dari misi yang emban oleh Undang-undang 
Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi 
kepentingan umat Islam. Antara lain kompilasi mutlak harus mampu 
memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh 
umat Islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah bangsa 
Indonesia, yang pernah memberlakukan berbagai hukum perkawinan 
bagi berbagai golongan warga negara Indonesia dari berbagai daerah,36 
yaitu:  
a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku 
hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat. 
b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. 
c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku 
Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesia (Stbl. 1933 No. 74). 
                                                          
35 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 23. 
36 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. cet. ke-2, 
2015), hlm. 47-48.  
34 
 
d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia 
keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. 
e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara 
Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum 
adat mereka.  
f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan 
Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. 
Oleh karena itu pula, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana Undang-undang 
Perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 juga ia 
dituntut mampu menampung segala kenyataan yang hidup di dalam 
masyarakat dewasa ini. 
Atas dasar pemikiran diatas itulah, perkawinan yang diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-
asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan 
tuntutan zaman.37 
                                                          
37 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. cet. ke-2, 
2015), hlm. 48. 
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Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan 
penjelasan Undang-undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau 
asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang 
tersebut.38 
Ada enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-undang 
Perkawinan sebagai berikut: 
1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan 
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual 
dan material. 
2) Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap 
perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama 
dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat 
beristeri lebih dari seorang. 
                                                          
38 Ibid 
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4) Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon 
suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk 
melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan 
mendapat keturunan yang baik dan sehat. 
5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini 
menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. 
6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 
dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala 
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 
bersama oleh suami isteri. 
Apabila diperhatikan asas-asas perkawinan diatas mengacu 
kepada ketentuan atau informasi yang terdapat dalam nash, baik Al-
Quran maupun Al-Sunnah. Tentu hal ini, tidak dimaksudkan sebagai 
suatu klaim apologetik, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi 
hukum positif tersebut. 
Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal, sejalan dengan Firman Allah: 
ُن م و ُه تَٰ يا ء ۦُن أُ ُق ل خُم ك لُن مُم ك  س فن أُاًَٰ وز أُُ لس ت  ۖ ُك ُاو نُا هي ل إُ ُل ع ً  وُ
م ك ني بُةَد وَمُ ُة مح ر و  َُُۖن إُي فُ ُك لَٰ ذُتَٰ ي  لَُمو ق لُ ُف  ت  ي ُنو رَكُُُ
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Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”39 
Asas kedua, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum 
agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus 
dicatat. 
Asas ketiga, asas monogami sejalan dengan penjelasan ayat 
3 surat An-Nisa sebagai berikut: 
ُن إ وم تف  خَُُل أُ ُاو ط  سق تُي فَُُٰى مَٰ ت يلٱُ ُاو ح كنٱ فُا مُ ُط َُ اُم ك لُ ُن مُ ُءا س نلٱُ
َُٰى نث مُ ُثَٰ ل  ث وُ ُعَٰ ب ر و  ُۖن إ فُف  خم تَُُل أُ ُاو ل دع تُ ُح َٰ و  ف ُة  دُو أُا مُت ك ل مُم ك ن َٰ مي أ  ُۖ
 ُك لَٰ ذَُُٰى ند أَُُل أُ ُاو لو ع  تُُُ
Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya),  maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya.”40  
Asas keempat juga sejalan dengan firman Allah dalam surat 
Ar-Rum [30] : 21 seperti telah dikutip terdahulu. Karena tujuan 
perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai 
telah masak jiwa raganya. 
                                                          
39 QS. Ar-Rum [30] : 21. 
40 QS. An-Nisa [4] : 3. 
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Asas kelima mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan 
kepada sabda Rasulullah saw, riwayat Ibnu ‘Umar: 
“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak 
(perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan al 
Hakim).41 
Asas keenam hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang, 
sejalan dengan firman Allah: 
ُ  ل وُوَن  م ت  ت ُاُا مُ ُلَض فُ ُهَللٱُ
 ُه ۦبُم ك ضع بَُُٰى ل عُُ بضع  ُۖ ُلا  ً  رل لُبي  ص نُاَم مُ
 ُاو ب س تكٱ  ُۖ
 ُءا س نل
 ل وُبي ص نَُُم مكٱُا ُنب س ت  ُُۖ
Artinya:“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari 
sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian 
dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) 
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.”42 
Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam 
Undang-undang Perkawinan yang diatur pelaksanaannya dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan 
yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Dibawah ini akan 
dikutip pasal-pasal yang mengatur pencatatan perkawinan. 
Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
                                                          
41 Al-Shan’any, Subul al-Salam, juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Araby, 1960), hlm. 
168. 
42 QS. An-Nisa [4] : 32. 
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 
diatur tentang keabsahan perkawinan yaitu ayat (1), “Perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam, pencatatan 
perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan 
perkawinan adalah merupakan syarat administratif, dibawah ini 
dikutip ketentuan keabsahan perkawinan. 
Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu 
pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsa>qa>n gali>dha>n untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta 
dan kasih sayang).43 
Jika dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih 
spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur’ani seperti 
mitsa>qa<>n ghali>dha>n, iba>dah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila 
                                                          
43 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), 
hlm. 18. 
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dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Disini kompilasi 
menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. 
4. Rukun dan Syarat Pernikahan 
a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah 
“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 
dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk 
dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk 
wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”.44 Atau adanya calon 
pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. 
“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 
dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tidak termasuk 
dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk 
shalat”.45 Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau 
perempuan itu harus beragama Islam. 
“Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun 
dan syarat.”46 
 
                                                          
 44 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. ke-1, 
juz 1, hlm. 9. 
 
45 Ibid. Tentang Pengertian rukun dan syarat ini lihat pula Wahbah Al-Zuhaily, t.np., t.t, 
hlm. 36. 
 
46 Ibid. 
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b. Rukun Pernikahan 
Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai 
hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan 
merupakan sunnah Rasulullah saw, dan media yang paling cocok 
antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan 
biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat 
tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai 
akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsa>qan ghali>dha>n) 
untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan 
ibadah (Pasal 2 KHI).47 
Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada 
orang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang 
disapa adalah generasi muda (al-syabab) untuk segera 
melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi 
maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.48 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat 
dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, akan dijelaskan 
                                                          
47 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. cet. ke-2, 
2015), hlm 53. 
48 Ibid 
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berikut. Syarat-syarat penikahan mengikuti rukun-rukunnya, seperti 
dikemukakan Kholil Rahman:49 
1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 
a) Beragama Islam. 
b) Laki-laki. 
c) Jelas orangnya. 
d) Dapat memberikan persetujuan. 
e) Tidak terdapat halangan perkawinan. 
2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani. 
b) Perempuan. 
c) Jelas orangnya. 
d) Dapat dimintai persetujuannya. 
e) Tidak terdapat halangan perkawinan. 
3) Wali nikah, syarat-syaratnya: 
a) Laki-laki. 
b) Dewasa. 
c) Mempunyai hak perwalian. 
d) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 
4) Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
a) Minimal dua orang laki-laki. 
                                                          
49 Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN 
Walisongo, t.t.), hlm. 31-32. 
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b) Hadir dalam ijab qabul. 
c) Dapat mengerti maksud akad. 
d) Islam. 
e) Dewasa. 
5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 
a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 
b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 
c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata  
nikah atau tazwij.  
d) Antara ijab dan qabul bersambungan. 
e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 
f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam  
ihram haji/umrah. 
g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat  
orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari 
mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. 
c. Syarat Sahnya Pernikahan 
Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya 
pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan 
itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai 
suami isteri. 
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada 
dua yaitu: 
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1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki 
yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan 
merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram 
dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. 
2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.50 
Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-
syaratnya sebagai berikut: 
a) Syarat-syarat pengantin pria, 
Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang 
harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para 
ulama, yaitu: 
(1) Calon suami beragama Islam. 
(2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 
(3) Orangnya diketahui dan tertentu. 
(4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan 
calon isteri. 
(5) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon 
isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya. 
(6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan 
pernikahan itu. 
(7) Tidak sedang melakukan ihram. 
                                                          
50 Sayyid Sabiq, t.np.,t.t, hlm. 48. 
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(8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan 
calon isteri. 
(9) Tidak sedang mempunyai isteri empat.51 
b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan. 
(1) Beragama Islam atau ahli Kitab. 
(2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci). 
(3) Wanita itu tentu orangnya. 
(4) Halal bagi calon suami. 
(5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak 
masih dalam ‘iddah. 
(6) Tidak dipaksa/ikhtiyar. 
(7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.52 
Rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut diatas wajib 
dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang 
dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kita>b al-Fiqh ‘ala > al-
Madza>hib al Arba’ah: “Nikah fasid yaitu nikah yang tidak 
memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang 
tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah bathil 
adalah sama, yaitu tidak sah”.53 Kompilasi Hukum Islam 
                                                          
 51  Ilmu Fiqh II, hlm. 50. Lihat pula Zakiah Daradjat, t.np., t.t, hlm. 38-39. 
 
 52  Ibid., hlm. 54. Lihat Zakiah Daradjat, t.np., t.t, hlm. 41. 
 
 53 Abd al-Rahman al-Juzairy, Kita>b al-Fiqh ‘ala> al-Madza>hib al-Arba’ah, juz 4, 
Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, hlm. 118. 
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menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: (a) calon suami, (b) 
calon isteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan 
qabul.54 
Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat 
perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut: 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya maka izin dimkasud ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga 
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
                                                          
 54 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 
1991/1992), hlm. 21. 
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keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang 
atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 
pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut 
dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 
tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain. 
5. Hikmah Pernikahan 
Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara 
manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara 
bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut 
syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. 
Dimata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan 
diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai 
syarat mutlak. Bagi orang-orang yang tidak mendasarkan titik berat 
pengesahan itu pada hukum ilahi, pernikahan dalam teori dan praktiknya 
merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka 
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akan hidup sebagai suami-isteri untuk selama-lamanya atau untuk masa 
tertentu. Persetujuan itu diakui oleh undang-undang atau oleh adat di 
dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya.55 
Meskipun dalam menentukan kaidah pernikahan terdapat 
perbedaan konsekuensi, perbedaan itu bukanlah perbedaan pendapat. 
Pernikahan berisi persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan 
untuk menyelenggrakan suatu pergaulan hidup dengan dasar-dasar 
ekonomi dan psikis serta berkewajiban untuk merawat dan memelihara 
keturunan yang lahir dari pernikahan itu. Hukum agama yang sahih dan 
pikiran yang sehat mengakui pernikahan sebagai suatu hal yang suci dan 
kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, 
pernikahan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari 
dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual dijalan yang haram.56 
Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu 
banyak antara lain: 
a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu 
banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, 
karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan 
sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian 
                                                          
55 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127. 
 
56 Ibid. hlm. 128. 
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keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan 
sampai benar-benar makmur. 
b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan 
rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali 
dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak 
mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur 
rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyaratkan, 
sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia 
semakin makmur. 
c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi 
memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat 
dengan berbagai macam pekerjaan. 
d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasih orang 
yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan 
ketakutan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang 
merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya. 
e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) 
untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan 
menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak 
dihalakan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan 
datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan 
timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan 
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perzinaan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa 
diragukan lagi, akan merusak peraturan alam. 
f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di 
dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-
hak dalm warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri 
tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula megetahui pokok-
pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu 
tidak dikehendaki oleh agama dan manusia. 
g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. 
Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturuna yang 
banyak. 
h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya 
yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila 
masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendo’akannya 
dengan kebaikan hingga amalnya ridak terputus dan pahalanyapun 
tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalanya yang tetap 
yang masih tertinggal meskpun dia telah mati. 
Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula 
hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut: 
1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, 
yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan 
keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia 
yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang 
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jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling 
baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks 
ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata 
terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati 
barang yang halal. 
2) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak 
menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup 
manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat 
diperhatikan. 
3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi 
dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula 
perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan 
sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 
4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 
akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam 
memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan 
bekerja karena dorongan tanggungjawab dan memikul 
kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari 
penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan 
memperbanyak produksi. 
5) Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan 
mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, 
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sesuai dengan batas-batas tanggungjawab antara suami isteri 
dalam menangani tugas-tugasnya. 
6) Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali 
kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara 
keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh 
Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang 
saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk 
masyarakat yang kuat dan bahagia. 
Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah 
perkawinan itu antara lain: Menyalurkan naluri seks, jalan 
mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan 
keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan 
kewajiban dalam rumahtangga da menjalin sillaturrahmi antara dua 
keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak 
isteri.57 
B. Pernikahan Dini 
1. Pengertian Pernikahan Dini 
Pernikahan dini menurut Indraswati dapat diartikan sebagai 
pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 
19 tahun bagi laki-laki,  batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal 
                                                          
57 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm.  
71-72 
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batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi 
Indaswari mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia 
pernikahan dini. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan 
formal dalam Undang-undang Perkawinan.58 
Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur 
yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan 
persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Definisi menurut Dlori 
lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. 
Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi 
persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan 
untuk melangsungkan pernikahan.59 
Pernikahan dini menurut Budi Wahyuni merupakan bentuk 
pelembagaan praktek kekerasan terhadap perempuan.60 Secara 
seksualitas akibat pernikahan dini adalah hilangnya hak-hak 
seksualitasnya, yaitu 1) hak atas kenikmatan seksual antara laki-laki dan 
perempuan, terbebas dari kekerasan dan pemaksaan, tanpa kekuatiran 
akan infeksi penyakit, kehamilan yang tak diinginkan atau kerusakan 
                                                          
58 Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa)  
Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten 
Indramayu”, Skripsi, Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 
Yogyakarta. 2016. hlm. 6-7. 
 
59 Dlori, M, Muhammad, Dicinta suami (istri) Sampai Mati, (Yogyakarta: Kata Hati, 
2005), hlm. 5.  
 
60 Budi Wahyuni, Nikah Dini Pelembagaan Praktek kekerasan Terhadap Perempuan, 
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam , (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga & The 
Asia Foundation), Vol. 8, Nomor 2, 2009. 
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tubuh; 2) hak atas ekspresi seksual dan hak untuk membuat keputusan 
seksual yang konsisten dengan nilai-nilai personal, etika, dan sosialnya; 
3) hak atas perawatan, informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan 
seksual; 4) hak atas integritas tubuh dan hak untuk memilih, kapan, 
bagaimana, dan dengan siapa untuk menjadi aktif secara seksual dan 
terlibat dalam hubungan seksual dengan kesadaran penuh; 5) hak untuk 
memasuki suatu relasi, termasuk relasi perkawinan dengan kesadaran 
bebas dan sempurna sebagai orang dewasa dan tanpa pemaksaan; 6) hak 
atas privasi dan kerahasiaan dalam mencari pelayanan perawatan 
kesehatan reproduksi dan seksual, dan: 7) hak untuk mengekspresikan 
seksualitas tanpa diskriminasi dan kemerdekaan dalam reproduksi.61 
2. Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang Perkawinan 
Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang terdiri atas 
ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari ikatan cinta kasih antara 
seorang pria dewasa dan wanita dewasa yang diresmikan dengan 
pernikahan, sesuai dengan pernikahan agama dan hukum yang 
berlaku.62 
Menurut Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan 
                                                          
61  Kyai Husen Muhammad, dkk. Fiqih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan  
Hak-hak Seksual, (Yogyakarta: PKBI, 2011), hlm. 1-2. 
 
62 Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dni Dan Dampaknya Bagi 
Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, (STAIN KUDUS: Yudisia) Vol. 7, 
Nomor 2, 2016, hlm. 395. 
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dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga 
harus sudah dewasa, baik secara biologis dan bertanggung jawab. Bagi 
pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala 
keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota 
keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah 
tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, 
mendidik, dan mengasuh anak-anak. 
Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan 
dalam Bab II Pasal 6: 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka 
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 
diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas selama 
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mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 
kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan 
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 
memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut 
dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 63 
Pasal 7: 
1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 
19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 
16 (enam belas) tahun. 
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua 
orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang 
                                                          
63 Undang-undang Perkawinan, (Semarang: Beringin Jaya, t.t.), hlm. 9. 
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ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) 
pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (6). 
Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang 
undang ini adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan 
melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mecapai kesejahteraan spirituil dan 
material. 
b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan 
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya 
dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat 
keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. 
c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama 
dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri 
lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami 
dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh 
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pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila 
dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 
Pengadilan. 
d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu 
harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya 
perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. 
Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah 
bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran 
yang lebih tinggi. Berhubung dengan hal itu, maka Undang-undang 
ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi 
wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam 
belas) tahun bagi wanita. 
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut 
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada 
alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang 
pengadilan. 
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun 
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dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala 
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 
bersama oleh suami-isteri. 
3. Batasan Umur Ideal Pernikahan 
Sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan umur untuk 
melaksanakan pernikahan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi 
calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri. Penentuan batas umur 
tersebut untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sebab 
pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, haruslah dilakukan oleh 
mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun 
psikologis.64  
Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan 
pernikahan itu sendiri, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia 
muda atau pernikahan anak, sebab pernikahan yang dilaksanakan pada 
umur muda banyak mengakibatkan perceraiain dan keturunan yang 
diperolehnya bukan keturunan yang sehat. 
Menurut Hukum Islam suatu pernikahan yang dilaksanakan 
dengan maksud menyimpang dari tujuan pernikahan yang sebenarnya 
                                                          
64 Irfaiyah, “Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Moga, Kecamatan Moga,  
Kabupaten Pemalang)”, Skripsi tidak diterbitkan, Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah IAIN 
Surakarta. Surakarta. 2016. hlm. 41. 
60 
 
merupakan perkawinan yang dilarang. Oleh karena itu sejalan dengan 
tujuan perkawinan itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang 
berkepentingan langsung, atas dasar pertimbangan “mas }lah}ah al-
mursalah”  maka perkawinan harus dilaksanakan pada batas umur 
tertentu, dimana seorang sudah dianggap dewasa dan matang jiwa 
raganya dan perkawinan di bawah umur sudah sepatutnya dilarang. 
Degan demikian ketentuan batas umur dalam Undang-undang 
Perkawinan adalah sejalan dengan batasan umur menurut hukum 
Islam.65 
Dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia 
pernikahan, namun Jumhur atau mayoritas Ulama mengatakan bahwa 
wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia 
berapapun, asalkan sudah baligh (bisa membedakan sesuatu) dan 
mampu66, baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun 
batin dan lain-lain.  
Dengan tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah 
pernikahan dalam fikih maupun hukum Islam sebenarnya memberikan 
kebebasan bagi umat manusia untuk menyesuaikan masalah tersebut 
tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan kultur atau 
kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat, yang jelas 
                                                          
65 Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, 
(Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 70-71. 
 
66 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 375. 
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kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas 
utama dalam Agama. 
Akan tetapi kalau melihat konteks Indonesia, bahwa di 
Indonesia mempunyai Undang-undang yang mengatur penetapan usia 
nikah. Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli 
fikih setempat yaitu disebut sebagai Ijtihad Jama’i, yakni ijtihad yang 
dilakukan bersama-sama oleh ulama pada suatu tempat dan pada suatu 
masa, dimana dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan untuk perempuan 
adalah umur 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki telah berumur 19 tahun. 
Lalu juga ada pasal lain yang menyebutkan bahwa pernikahan dibawah 
usia 21 tahun hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan 
yakni harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun pihak 
perempuan. Aturan mengenai pernikahan diusia muda, juga ditegaskan 
kembali dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 
1991 tetang Kompilasi Hukum Islam.67 
 
 
 
                                                          
67 Departemen Agama, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola),  
hlm. 8. 
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C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pernikahan Dini 
Akibat Hamil Diluar Nikah 
1. Persoalan Nikah Hamil 
Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau 
melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui  hubungan suka sama 
suka diluar nikah yang disebut dengan perzinaan/prostitusi. Persoalan 
hukum yang timbul adalah, (a) apakah ajaran Islam membolehkan 
mengawini perempuan yang sedang hamil, kehamilan sebagai akibat 
dari suatu perkawinan yang sah yang kemudian suami meninggal dunia 
sedangkan isteri dalam keadaan hamil, ataupun kehamilan karena 
hubungan diluar nikah baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau 
melalui perzinaan. (b) Bolehkah seorang wanita hamil karena zina 
dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. 
Para pakar hukum Islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat 
dalam masalah ini. Imam Mazhab seperti Imam Syafi’i, Abu Hanifah, 
Maliki, dan Ahmad bin Hanbal membolehkan kawin dengan 
perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya 
itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini 
tidak menyebabkan haramnya dikawini.68 Abu Yusuf dan sebuah 
riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengawini 
perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar 
nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orag lain. Dalam 
                                                          
68 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  
1995), hlm. 96. 
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riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa perkawinan dengan 
perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan 
coitus/hubungan badan sebelum anaknya lahir.69 
Imam Muhammad as-Syaibani berpendapat, bahwa perkawinan 
dengan wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram 
baginya melakukan hubungan badan, hingga bayi yang dikandung itu 
lahir.70 Pendapat ini sejalan dengan pikiran Ibn Qudamah, tetapi Ibn 
Qudamah menambahkan, bahwa wanita itu harus terlebih dahulu 
dipidana dengan pidana cambuk.71 
Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki 
yang menghamilinya, oleh para ulama didasarkan kepada alasan bahwa 
keduanya adalah pezina. Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3 menegaskan, 
bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau 
dengan orang musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang 
beriman. 
Adapun menikahi wanita yang sedang hamil, dan kehamilannya 
itu karena perbuatan orang lain, menurut pendapat Imam Abu Yusuf, 
perkawinannya hukumnya fasid (batal). Hal ini didasarkan pula kepada 
                                                          
69 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf, jilid 6, (Bandung: PT Al  
Ma’arif), hlm. 150-151. 
 
70 H. Mahyuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003),  hlm. 39. Lihat pula  
H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 127. 
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ayat 3 Surat An-Nur. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi’I 
berpendapat bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain 
adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain, dan 
boleh mengumpulinya karena janin yang telah ada tidak akan ternoda 
oleh benih yang baru ditanam.72 
Bagaimana pula kedudukan bayi yang dilahirkan dan kehamilan 
yang dihamili orang lain. Para ulama sepakat menetapkan bahwa status 
anak tersebut adalah anak zina, dan nasabnya dihubungkan dengan 
Ibunya. 
Tetapi para ulama berbeda kepada dua pendapat dalam hal jika 
laki-laki yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya. 
Pertama, berpendapat bahwa jika pernikahan dilakukan setelah janin itu 
berumur 4 bulan, maka status anak itu adalah anak zina, nasabnya hanya 
dihubungkan kepada ibu yang melahirkannya. Tetapi jika pernikahan 
itu dilakukan sebelum janin berumur 4 bulan, maka anak itu dianggap 
anak sah dari suami-isteri itu. 
Kedua, mengatakan bahwa walaupun janin yang ada dalam 
kandungan wanita itu baru berumur beberapa hari kemudian wanita itu 
dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak yang 
dilahirkan tetap dipandang sebagai anak zina, tidak dapat dihubungkan 
nasabnya kepada laki-laki yang menghamili tadi, hal ini karena 
                                                          
72 Ibid.. hlm. 40. 
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keberadaan janin itu dalam kandungan lebih dahulu daripada 
pernikahan dilaksanakan.73 
Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil 
dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Kompilasi Hukum 
Islam nampaknya hanya mengatur perkawinan wanita hamil diluar 
nikah. Tidak mengatur perkawinan wanita hamil yang legal dari suami 
yang nikah secara sah, yang kemudian cerai atau meninggal. 
Dari ketentuan Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam secara tegas 
mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan asalkan yang 
menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya. 
Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an 
surat An-Nur ayat 3 yang dikutip diatas, bahwa pezina perempuan tidak 
layak dikawinkan kecuali dengan pezina laki-laki, dan hal itu 
dikaramkan terhadap orang-orang yang beriman. Dan perkawinan 
semacam ini tidak perlu menunggu habis masa iddah wanita hamil 
tersebut, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang 
dikandung lahir. 
M. Yahya Harahap menandaskan: “Suatu hal yang perlu dicatat 
sehubungan dengan kawin hamil. Dalam KHI sengaja dirumuskan 
dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi 
                                                          
73 Ibid. 
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keluasan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan azas-azas 
baru melalui terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.”74 
Di dalam beberapa kesempatan, M. Yahya Harahap 
menyampaikan bahwa tujuan dilegalkan perkawinan hamil antara lain 
adalah untuk memberikan kepastian pada kedudukan anak yang 
dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan 
kepada ibu dan laki-laki yang menhamili ibunya. 
Pemikiran M. Yahya Harahap tersebut telah terumuskan di 
dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “Anak 
yang sah adalah: 
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 
b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan 
oleh isteri tersebut.” 
Kalau diperhatikan ketentuan pada huruf (a) akan jelas bahwa 
Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan bagi tertampungnya 
anak yang lahir akibat perkawinan hamil ke dalam pengertian anak sah, 
sekalipun anak itu dilahirkan beberapa hari setelah perkawinan 
dilaksanakan. Karena itu Kompilasi Hukum Islam memformulasikan 
suatu cara untuk menghindari atau menutupi adanya anak luar kawin 
dengan ketentuan Pasal 53 diatas. Menurut Pasal ini perempuan yang 
                                                          
74 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2005), hlm. 42. 
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hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang 
menghamilinya. 
Bagaimana jika perempuan hamil itu dinikahi oleh laki-laki 
yang tidak menghamilinya? Kompilasi Hukum Islam tidak 
mengaturnya. Untuk menjawab masalah ini kita harus melihat 
pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang dianggap logis dan 
rasional adalah yang dikemukakan oleh Imam Muhammad as-
Syaibani, yang mengatakan bahwa perkawinan dengan wanita hamil, 
sah, tetapi haram baginya melakukan coitus, sampai anak yang 
dikandung itu lahir.  
Pemikiran as-Syaibani tersebut menghendaki pemisahan 
perkawinan hamil dengan anak yang dikandung. Agar tidak terjadi 
ikhtilath nasab/percampuran keturunan, maka beliau mengharamkan 
melakukan hubungan badan sebelum si anak lahir. Dan jika si anak 
lahir, maka logika-nya anak itu adalah anak si ibu yang melahirkan, 
dan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya. 
2. Hukum dari Nikah Hamil 
Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin 
dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-
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laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang 
menghamilinya.75 
Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah para 
ulama berbeda pendapat, sebagai berikut76:  
a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) 
berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur 
sebagai suami isteri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang 
menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.  
b. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) 
dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah 
bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya 
telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah 
diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:  
1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan 
mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh 
mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan 
memperbaiki sifat-sifatnya”. 
2) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah 
Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah 
                                                          
75 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), cet ke-1, 
hlm. 124. 
 
76 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  
1995), cet. ke-1, hlm. 96-99. Lihat pula Ibn Rusyd, t.np., t.t, hlm. 30. 
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dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya 
dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat 
lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian 
dikawinkannya. 
Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang 
dihamili oleh orang lain, tejadi perbedaan pendapat para ulama:77  
a) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh 
dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal 
(fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan Firman Allah: 
ُو أُ ة ي نا زَُل إُ ح كن يُ  لُي ناَزلٱة ك رش مُ ُة ي ناَزلٱ وُُ لُا ه ح كن يَُُل إُ ُنا زُ
و أُك رش م  ُۖ ُم ر ح وُ ُك لَٰ ذُى ل عُ ُني ن مؤ ملٱُُُ
Artinya:“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh 
laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.” 
 
Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang 
beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula 
sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang 
berzina. 
 
 
                                                          
77 Ibid.. hlm. 125-126. 
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Ayat tersebut diatas diperkuat oleh hadist Nabi: 
 ُ اَُنُ ُر ًُ ُلُ ُ ت ُُزَو ُجُُ
 ا ُم ُُر ا ُةُ ُ ف ُلَُم ُاُا ُص ُ با ُه ُوُا ًُ ُد ُه ُحُا ُ ب ُلى،ُ ُ ف ُر ًُ ُعُ ُُذ ل ُكُُ
 ُا لَُنلاُى ُب ُيُ
ُّلصُُّلسُوُهيلعُللهامُ، ُ ف ُفَُر ُقُ ُ ب ُ ي ُ ن ُه ُم ُوُا ًُ ُع ُلُُ ل ُه ُدصلاُا ُقاُ ُة ئا
 مُا ه دَل  ً  و.ُ
Artinya:“Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, 
ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, 
lalu dia laporkan kepada Nabi Saw. Kemudian Nabi menceraikan 
keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera 
(dcambuk) sebanyak 100 kali.” 
 
Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan 
menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang 
diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua 
syarat:  
(1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi 
dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin. 
(2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera 
(cambuk), apakah ia hamil atau tidak. 
b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan 
bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya 
bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. 
Pendapat ini berdasarkan hadist: 
 ُلُ ُ ت ُو ُطاُ ُح ُما ُلُ ُحَُت ُتُى ُض ُع 
Artinya:“Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, 
sehingga lahir (kandungannya).” 
 
71 
 
c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I berpendapat  bahwa 
perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan 
perkawinan orang lain (tidak ada masa ‘iddah). Wanita itu 
boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab 
(keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma 
suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang 
yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah). 
Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila 
pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. 
Namun bila pria yang mengawini ibunya itu adalah pria yang 
menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:  
(1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah 
usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang 
dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya 
yang sah. 
(2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak 
diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa 
anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan 
ovum bapak dan ibunya itu. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam78, masalah kawin hamil 
dijelaskan dalam Pasal 53. Terjadinya wanita hamil diluar nikah (yang 
                                                          
78 Slamet Abidin dan H. Abdurrahman, t.np., t.t, hlm. 136-137. 
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hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-
undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena 
lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak.  
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Kondisi Geografis 
1. Letak dan Luas Kecamatan Kartasura 
Luas Kecamatan Kartasura pada tahun 2018 tercatat 1.923 Ha 
atau sekitar 4,12% dari luas Kabupaten Sukoharjo (46.666 Ha). Desa 
Gonilan merupakan Desa yang terluas wilayahnya yaitu 232 Ha atau 
12,06% sedangkan yang terkecil luasnya adalah Desa Ngabeyan 
sebesar 118 Ha atau 6,14%. Luas yang ada terdiri dari 439 Ha atau 
22,82% merupakan lahan sawah dan 1.484 Ha atau 77,17% bukan lahan 
sawah. 
Dibandingkan dengan tahun 2017 luas lahan sawah dan luas 
lahan bukan sawah mengalami perubahan, karena alih fungsi lahan 
menjadi pemukiman. Luas bukan lahan sawah yang digunakan untuk 
pekarangan sebesar 92,50% dari total luas lahan bukan lahan sawah. 
Persentase tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan persentase  
penggunaan bukan lahan sawah yang lain. 
2. Luas Wilayah 
Kecamatan Kartasura terletak di dataran tinggi, dengan tinggi 
121 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 1.923 Ha Jarak dari 
Barat ke Timur + 8,0 Km, Jarak dari Utara ke Selatan + 5,0 Km, Jarak 
dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Sukoharjo + 23,00 Km. 
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Batas - batas Kecamatan 
Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar 
Sebelah Timur : Kota Surakarta 
Sebelah Selatan : Kecamatan Gatak 
Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali 
Kecamatan Kartasura terbagi dalam 12 Desa, wilayah tersebut 
terdiri dari 10 Desa dan 2 Kelurahan, 118 RW (Rukun Warga) dan 441 
RT (Rukun Tetangga). Menurut klasifikasinya semua Desa di 
Kecamatan Kartasura termasuk Desa Swasembada. 
 
Sumber Data: Monografi Desa 
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Kecamatan Kartasura terdiri atas 12 desa, yaitu Desa 
Ngemplak, Gumpang, Makamhaji, Pabelan, Ngadirejo, Kartasura, 
Pucangan, Kertonatan, Wirogunan, Ngabeyan, Singopuran, dan 
Desa Gonilan. Luas wilayah menurut penggunaan di Kecamatan 
Kartasura pada Tahun 2017: 
 
Sumber Data: Monografi Desa 
B. Demografi 
1. Kependudukan 
Kecamatan Kartasura terbagi dalam 12 Desa, wilayah tersebut 
terdiri dari 10 Desa dan 2 Kelurahan, 118 RW (Rukun Warga) dan 441 
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RT (Rukun Tetangga). Menurut klasifikasinya semua Desa di 
Kecamatan Kartasura termasuk Desa Swasembada. 
Jumlah Penduduk Kecamatan Kartasura pada tahun 2017 
tercatat 128.753 jiwa yang terdiri dari 63.538 penduduk laki - laki atau 
49,34% dan 65.215 penduduk perempuan atau 50,65%. Adapun jumlah 
rumah tangga 34.636 sebanyak 33.551. Dilihat dari kepadatannya 
(jiwa/Km2), Desa Makamhaji merupakan desa yang memiliki 
kepadatan penduduk tertinggi yaitu 10.204 jiwa setiap Kilometer 
persegi, sedangkan yang terendah yaitu Desa Ngemplak yaitu sebesar 
2.783 jiwa setiap Kilometer persegi. 
Tabel 1.1 
Luas, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk 
Dirinci Menurut Desa Tahun 2017 
 
No. 
 
Nama Desa / 
Kelurahan 
 
Luas 
Wilayah 
(Km²) 
 
 
Jumlah 
Penduduk 
 
Kepadatan 
Tiap (Jiwa 
/ Km²) 
 
1. Ngemplak 1.70 4 731 2 783 
2. Gumpang 1.92 10 150 5 286 
3. Makamhaji 2.11 21 531 10 204 
4. Pabelan 2.32 9 142 3 941 
5. Ngadirejo 1.21 12 697 10 493 
6. Kartasura 1.34 20 346 15 184 
7. Pucangan 2.28 18 709 8 206 
8. Kertonatan 1.20 4 791 3 993 
9. Wirogunan 1.33 5 502 4 137 
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10. Ngabeyan 1.18 5 823 4 935 
11. Singopuran 1.33 8 937 6 720 
12. Gonilan 1.31 6 397 4 883 
 
JUMLAH 
 
 
19.23 
 
128 756 
 
6 696 
 
Sumber Data: BPS Kabupaten Sukoharjo 
Dari data statistik yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan 
penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Kartasura 
pada Tahun 2017 berjumlah 128.756 jiwa. Apabila dirinci dari jumlah 
penduduk secara keseluruhan, maka yang terbanyak penduduknya di 
Kelurahan Makamhaji sebanyak 21.531 jiwa dan yang paling sedikit di 
Kelurahan Ngemplak yaitu 4.731 jiwa. 
2. Tingkat Pendidikan 
Sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Kartasura yaitu 
TK sebanyak  57  buah,  SD  sebanyak  48,  SMP  sebanyak  9  dan  
SMU sederajat sebanyak 16 buah, sedangkan Madrasah Ibtida'iyah 
sebanyak 7 sekolah, Tsanawiyah 1 sekolah dan Aliyah 1 sekolah. 
Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan pendidikan akhir di 
Kecamatan Kartasura: 
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Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir 
di Kecamatan Kartasura 
 
Pendidikan Akhir 
 
Pria 
 
Wanita 
 
Jumlah 
 
% 
Tidak / Belum Sekolah 8.687 8.403 17.090 15,76% 
Belum Tamat SD / Sederajat 5.894 6.081 11.975 11,04% 
Tamat SD / Sederajat 6.115 8.391 14.506 13,38% 
SLTP / Sederajat 7.842 8.062 15.904 14,67% 
SLTA / Sederajat 18.324 15.862 34.186 31,53% 
Diploma I / II 333 490 823 0,76% 
Akademi / D III / Sarjana  1.655 2.001 3.656 3,37% 
Diploma IV / Strata 1 4.582 4.675 9.257 8,54% 
Strata II 574 366 940 0,87% 
Strata III 65 20 85 0,08% 
 
Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Sukoharjo  
Dari data tersebut dapat diamati bahwa tingkat pendidikan di 
Kecamatan Kartasura paling banyak di tingkat SLTA / sederajat yaitu 
berkisar di angka 34.186. Hal ini sedikitnya menggambarkan bahwa 
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup lumayan di 
bandingkan dengan hanya lulusan SD. Namun tidak banyak juga minat 
masyarakat Kecamatan Kartasura untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi baik itu ke tingkat SMA ataupun ke tingkat 
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Perguruan Tinggi, dikarenakan setelah lulus SMP ataupun SMA 
orientasinya bekerja.  
“Setelah lulus SMP, terus saya mendaftar sekolah ke SMA, tapi 
karna ternyata saya hamil dihamili pacar saya ya kemudian 
nikah mbak. Jadi saya nggak lanjut lagi mau sekolah SMA. Dan 
saya juga bekerja tidak hanya suami yang kerja”1 
Di samping itu juga pengaruh ekonomi juga pengaruh ingin 
segera menikah ketimbang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 
  “Aku wis wegah sekolah timbang ngentek-ngentekne duit wong 
tuoku wong yo aku sekolah kadang mbolos, yo mergo uwis ra 
niat. Penginku pas aku pedot sekolah kui yo aku kerjo. Wes kerjo 
barkui nikah ro bojoku kui. Dadi aku STM ora lulus mbak. 
Bojoku lulusan SMA, nek aku gur lulusan SMP mergo ra tutuk 
STM.” (Aku sudah tidak mau sekolah dari pada menghabiskan 
uang orang tuaku lagian juga aku sekolah terkadang bolos, ya 
karena sudah nggak niat. Keinginanku waktu aku putus sekolah 
ya aku bekerja. Sudah kerja habis itu menikah sama istriku itu. 
Jadi aku STM tidak lulus mbak. Istriku lulusan SMA, kalau aku 
cuma lulusan SMP karena tidak menyelesaikan STM).2 
Dengan berjalannya waktu harapan untuk kedepannya supaya 
masing-masing individu di semua kalangan masyarakat khususnya di 
Kecamatan Kartasura ini, lebih mengedepankan pendidikan karena 
semakin bertambahnya tingkat pendidikan seseorang akan mencetak 
pola pikir yang lebih matang dan sebagai generasi penerus bangsa sudah 
semestinya berbenah untuk menjadi lebih baik dan mampu bersaing 
karena fenomena yang terjadi saat ini perekonomian yang ada di Negara 
kita menuntut masyarakat untuk berfikir lebih maju. Dengan tingginya 
                                                          
1 ISA, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2019, jam 19.30 - 20.45 WIB. 
 
2 DN, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2018, jam 13.15 - 14.30  
WIB. 
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tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, akan sangat berpengaruh 
terhadap pola pikir yang lebih maju dibanding sebelumnya. 
3. Perekonomian 
Bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sangat membantu 
dan menopang terhadap kehidupan suatu masyarakat. Tinggi rendahnya 
kesejahteraan dalam suatu masyarakat dapat diukur oleh laju 
pertumbuhan ekonominya, apabila semakin tinggi tingkat pendapatan 
perekonomian dalam suatu masyarakat maka akan mempunyai 
kedudukan yang lebih tinggi juga dalam kehidupan masyarakat 
setempat, begitu juga sebaliknya, apabila tingkat pendapatan 
perekonomian masyarakat semakin rendah maka kedudukan dimata 
masyarakat akan rendah juga.  
Dari data yang penulis dapatkan dalam penelitian lapangan 
tingkat perekonomian Kecamatan Kartasura bisa dikatakan bervariatif, 
yang mana beragam profesi dari pegawai pemerintah, pegawai negeri, 
pegawai swasta, pedagang, hingga petani. Namun dari data yang telah 
dikumpulkan penulis, mayoritas masyarakat Kecamatan Kartasura 
berpenghasilan dari sektor karyawan swasta (bekerja di pabrik).  
Untuk lebih rincinya data-data tersebut dapat dilihat dalam 
bentuk tabel yakni sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
di Kecamatan Kartasura 
 
No. 
 
 
Mata Pencaharian 
 
Jumlah 
1. Belum / Tidak Bekerja 17.867 
2. Mengurus Rumah Tangga 11.233 
3. Pelajar / Mahasiswa 23.606 
4. Pensiunan 1.989 
5. Pegawai Negeri Sipil 2.187 
6. Tentara Nasional Indonesia 963 
7. Kepolisian RI 160 
8. Perdagangan 273 
9. Petani / Pekebun 407 
10. Peternak 33 
11. Nelayan / Perikanan 0 
12. Industri 41 
13. Konstruksi 26 
14. Transportasi 20 
15. Karyawan Swasta 27.042 
16. Karyawan BUMN 384 
17. Karyawan BUMD 65 
18. Karyawan Honorer 127 
19. Buruh Harian Lepas 6.811 
20. Buruh Tani / Perkebunan 153 
21. Buruh Nelayan / Perikanan 0 
22. Buruh Peternakan 5 
23. Pembantu Rumah Tangga  17 
24. Tukang Cukur 11 
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25. Tukang Listrik 9 
26. Tukang Batu 183 
27. Tukang Kayu 64 
28. Tukang Sol Sepatu 2 
29. Tukang Las / Pandai Besi 8 
30. Tukang Jahit 228 
31. Tukang Gigi 1 
32. Penata Rias 28 
33. Penata Busana 1 
34. Penata Rambut  11 
35. Mekanik 63 
36. Seniman 37 
37. Tabib 2 
38. Paraji 0 
39. Parancang Busana 0 
40. Peterjemah 1 
41. Imam Masjid 0 
42. Pendeta 43 
43. Pastor 1 
44. Wartawan 23 
45. Ustadz / Mubaligh 4 
46. Juru Masak 10 
47. Promotor Acara 0 
48. Anggota DPR RI 0 
49. Anggota DPD 0 
50. Anggota BPK 0 
51. Presiden 0 
52. Wakil Presiden 0 
53. Anggota Mahkamah Konstitusi 0 
54. Anggota Kabinet / Kementrian  0 
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55. Duta Besar 0 
56. Gubernur 0 
57. Wakil Gubernur 0 
58. Bupati 0 
59. Wakil Bupati 0 
60. Walikota  0 
61. Wakil Walikota 0 
62. Anggota DPRD Provinsi 1 
63. Anggota DPRD Kab. / Kota 3 
64. Dosen 425 
65. Guru 1.644 
66. Pilot 4 
67. Pengacara 18 
68. Notaris 13 
69. Arsitek 6 
70. Akuntan 0 
71. Konsultan 14 
72. Dokter 125 
73. Bidan 83 
74. Perawat 186 
75. Apoteker 37 
76. Psikiater / Psikolog 3 
77. Penyiar Televisi 0 
78. Penyiar Radio 0 
79. Pelaut 33 
80. Peneliti 3 
81. Sopir 315 
82. Pialang 2 
83. Paranormal 0 
84. Pedagang 3.119 
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85. Perangkat Desa 85 
86. Kepala Desa 11 
87. Biarawati 0 
88. Wiraswasta 7.970 
89 Lainnya 183 
 
Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Sukoharjo  
4. Sektor Agama 
Berdasarkan data KUA Kecamatan pada tahun 2017, dapat 
diketahui bahwa mayoritas warga masyarakat di Kecamatan Kartasura 
memeluk agama Islam yaitu sejumlah 95.087 jiwa atau sebanyak 
73,85% dari total jumlah penduduk Kecamatan Kartasura sebesar 
128.753 orang. Sedangkan yang beragama Protestan ada 9.093 jiwa atau 
7,06%, Katholik sejumlah 4.924 atau 3,82% dan Hindu 121 jiwa atau 
0,09%. Meskipun agama yang dianut beraneka ragam, masyarakat 
Kartasura dapat hidup rukun dengan toleransi. Pemahaman tentang 
agama di Kecamatan Kartasura dikatakan cukup, dan untuk akses 
menuju tempat ibadahpun bisa dibilang sangat mudah karena telah 
tersedia banyaknya tempat Peribadatan di  Kecamatan  Kartasura  pada 
tahun 2017 sebanyak 358 buah, terdiri dari 204 Masjid, 132 Langgar / 
Surau, 21 Gereja, dan terdapat 1 Pura. 
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Tabel 1.4 
Jumlah Pemeluk Agama 
Menurut Desa Tahun 2017 
 
No. 
 
 
Desa / Kel 
 
Islam 
 
Protestan 
 
Katholik 
 
Hindu 
1. Ngemplak 3 368 406 347 0 
2. Gumpang 10 242 168 89 0 
3. Makamhaji 15 174 2 044 1 067 6 
4. Pabelan 7 484 206 244 23 
5. Ngadirejo 9 346 893 384 0 
6. Kartasura 12 206 2 448 1 058 8 
7. Pucangan 11 878 794 553 45 
8. Kertonatan 3 596 70 85 1 
9. Wirogunan 4 552 438 217 0 
10. Ngabeyan 4 998 674 126 12 
11. Singopuran 5 963 686 564 19 
12. Gonilan 6 280 266 190 7 
 
JUMLAH 
 
 
95 087 
 
9 093 
 
4 924 
 
121 
 
Sumber Data: Kecamatan Kartasura 
C. Pernikahan Dini di Kecamatan Kartasura 
Pernikahan di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo terjadi 
peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada tahun 2017 terdapat 682 
peristiwa pernikahan dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.5 
Daftar Peristiwa Nikah Tahun 2017 
 
No. 
 
Bulan 
 
 
Banyaknya Angka 
Pernikahan 
 
1. Januari 45 
2. Februari 46 
3. Maret 47 
4. April 58 
5. Mei 52 
6. Juni 3 
7. Juli 91 
8. Agustus 50 
9. September 92 
10. Oktober 34 
11. November 77 
12. Desember 87 
  
JUMLAH 
 
 
682 
 
Sumber Data: KUA Kecamatan Kartasura 
Sedangkan di tahun 2018 banyaknya angka pernikahan mengalami 
peningkatan yaitu sebanyak 0,59% atau 722 pasangan dengan rincian 
sebagai berikut:  
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Tabel 1.6 
Daftar Peristiwa Nikah Tahun 2018 
 
No. 
 
Tahun 2018 / 
Bulan 
 
 
Banyaknya Angka 
Pernikahan 
 
1. Januari 60 
2. Februari 51 
3. Maret 57 
4. April 81 
5. Mei 38 
6. Juni 51 
7. Juli 64 
8. Agustus 89 
9. September 44 
10. Oktober 54 
11. November 56 
12. Desember 77 
  
JUMLAH 
 
 
722 
 
Sumber Data: KUA Kecamatan Kartasura 
Dari data tersebut di atas, sebagian diantaranya terdapat pernikahan 
dini. Maraknya pernikahan dini memang sudah menjadi momok yang 
terjadi di masyarakat. Selain karena pergaulan bebas, kurangnya perhatian 
dari orangtua, pendidikan yang melatar belakangi juga terkait dengan pola 
pikir remaja saat ini. Pernikahan Dini tampaknya bukan lagi hal yang tabu. 
Karena tidak sedikit pemahaman masyarakat mengenai pernikahan oleh 
pasangan yang melakukan pernikahan diusia yang masih dibawah umur, 
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baik itu laki-laki ataupun yang perempuan. Dikatakan pernikahan dini 
apabila; laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah 
cukup umur 16 tahun, atau perempuan belum mencapai umur 16 tahun dan 
laki-laki sudah berumur 19 tahun, atau bisa keduanya belum cukup umur 
dalam artian pihak laki-laki dibawah 19 tahun sedangkan perempuan 
dibawah 16 tahun. 
Pernikahan usia dini mempunyai catatan sejarah yang cukup 
beragam di Negeri ini. Hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki kisah 
mengenai pernikahan dini dengan tatacara yang berbeda pula. Di 
Kecamatan Kartasura ini banyak ditemukan penulis banyak yang 
melakukan pernikahan dini. Data yang diperoleh penulis dari tahun 2017 
sampai dengan tahun 2018 yakni mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 
terdapat 7 pasangan yang melakukan pernikahan dini, begitu di tahun 2018 
meningkat hingga 9 pasangan yang menikah di usia dini.3  
Setelah mencari data di KUA Kecamatan Kartasura penulis 
menelisik lebih mendalam, kemudian mendatangi alamat yang tertera dalam 
berkas KUA yang menyatakan bahwa ada pasangan yang menikah dibawah 
umur, yaitu dibawah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
Alasan mutlak mengapa pasangan tersebut menikah, yakni disebabkan oleh 
faktor hamil duluan yang mengharuskan perempuan hamil itu lekas segera 
dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. 
                                                          
3 Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk, (data KUA Kecamatan Kartasura: 2017-
2018). 
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  “Yang pertama karena terlanjur sudah hamil, itu faktor yang biasa 
dilakukan pelaku nikah dini karena faktor hamil duluan. Selain 
hamil duluan, faktor yang lain karena takut (aib). Baik itu bagi 
orang tua sendiri maupun pihak mertua. Ketakutan untuk terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak.”4 
Tidak sedikit pemahaman masyarakat tentang adanya dampak yang 
ditimbulkan adanya pernikahan dini, baik untuk pasangan nikah dini, anak 
dari pasangan nikah dini, juga untuk keluarganya. Setelah menikah 
pasangan nikah dini masih bergantung kepada orangtua, kadang tinggalnya 
juga masih dirumah orangtua, bahkan anaknya masih diurus oleh orangtua 
pelaku nikah dini. Selain itu pola pikir dari pasangan yang menikah dini 
dikatakan belum dewasa, artinya belum sepenuhnya bertanggung jawab 
terhadap keluarga. 
“Awal-awal menikah sering bertengkar dengan suami. Karna suami 
saya masih sering main keluyuran dengan teman-teman desa. 
Pernah waktu malam saya datangi dan tak omelin suruh pulang 
untuk ngurusi anak. Pernah juga tak kunciin pintu mbak karna saya 
emosi suami pulangnya malam. Jadi suami saya pulang ke rumah 
orangtuanya karna tidak saya bukakan pintu. Juga suami masih 
sering komunikasi dengan cewe-cewe teman di facebook. Tapi 
sekarang sudah mendingan mbak, suami tidak saya pegangi HP. 
Jadi tidak bisa menghubungi siapa-siapa lagi. (Awal menikah 
sering bertengkar dengan suami. Karna suami saya masih sering 
main keluyuran dengan teman-teman desa. Pernah waktu malam 
saya datangi dan saya marahi menyuruhnya pulang untuk mengurus 
anak. Pernah juga saya mengunci pintu mbak karna saya emosi 
suami pulangnya malam. Jadi suami saya pulang ke rumah 
orangtuanya karna tidak saya bukakan pintu. Juga suami masih 
sering berkomunikasi dengan teman perempuan di facebook. Tapi 
sekarang sudah mendingan mbak, suami tidak saya pegangi HP. Jadi 
tidak bisa menghubungi siapa-siapa lagi).”5 
                                                          
4 Agus Ridwan Widodo, Kepala KUA Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 28 
Desember 2018, jam 10.30 - 11.00 WIB. 
 
5 ISA, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2019, jam 19.30 - 20.45 WIB. 
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Namun ketika pernikahannya sudah beberapa tahun kemudian, 
pasangan nikah dini mulai berbenah, yakni mulai tumbuh rasa bertanggung 
jawab terhadap keluarganya. Kemudian pola pikirnya juga lebih matang 
yang artinya lebih berfikir dewasa dan mulai meninggalkan kebiasaan 
buruknya ketika semasa belum menikah dan mempunyai anak. 
“Perubahanku dadi isoh ngatur awakku dewe mbak, endi sing kudu 
tak pentingke ketimbang keseharianku sing gur dolan-dolan tok. 
Secara yang diharuskan aku kudu enek wektu, perhatian, intine 
keluarga sing neng omah sekarang tak nomer satukan. Mikirku gur 
kerjo karo kerjo dolane wis jarang mbak. Setelah kebutuhan 
keluarga kabeh terpenuhi, tinggal kebutuhan lainnya. Apakah nanti 
mau main kek, kemana kek, tapi itu semua tak lakukan yo sama 
keluargaku mbak. Saya nonton bola aja sekarang sama istri terus 
mbak gak kaya dulu nek dolan kemana-mana sendiri. Ndisik yen 
dolan wengi dicereweti bojoku mbak, diseneni tapi nyenenine yo 
ngandani kudu enek waktu lah nggo keluarga. Awal nikah ngono 
sue-sue aku sadar dewe, ngerti posisine neng omah. Yen saiki sing 
tak lakoni saiki aku akeh nang omahe timbang dolan. Yen ndisek tak 
akoni akeh metune akeh dolane, jam 3 jam 2 esuk lagi bali nek saiki 
ora. (Perubahanku jadi lebih bisa mengatur waktu diriku sendiri 
mbak, mana yang harus saya pentingkan daripada keseharianku yang 
hanya main-main saja. Secara yang diharuskan saya harus ada 
waktu, perhatian, intinya keluarga yang dirumah sekarang saya 
nomor satukan. Pemikiranku hanya kerja dan kerja mainnya sudah 
jarang mbak. Setelah kebutuhan keluarga semua terpenuhi, tinggal 
kebutuhan yang lain. Apakah nanti mau main, kemanapun, tapi itu 
semua saya lakukan ya dengan keluargaku mbak. Saya nonton bola 
aja sekarang sama istri terus mbak tidak seperti dulu kalau main 
kemana-mana sendiri. Dulu kalau main malam dicereweti istriku 
mbak, dimarahin tetapi memarahi ya memberitahu harus ada waktu 
untuk keluarga. Awal menikah seperti itu lama kelamaan saya sadar 
sendiri, mengerti posisi dirumah. Kalau sekarang yang saya lakukan 
banyak dirumah daripada main. Kalau dulu saya akui banyak keluar 
rumah banyak mainnya, jam 3 jam 2 pagi baru pulang kalau sekarang 
tidak).”6 
 
                                                          
6 DN, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2018, jam 13.15 - 14.30  
WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI 
AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DAN ANALISIS PERNIKAHAN DINI 
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
A. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah di 
Kecamatan Kartasura 
Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara langsung di lapangan, 
dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Kartasura banyak pasangan yang 
melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yakni dari tahun 2017 
sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 
terdapat 7 pasangan yang melakukan pernikahan dini, begitu di tahun 2018 
mengalami peningkatan sejumlah 9 pasangan yang menikah diusia dini. Hal 
tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari faktor perekonomian, 
dan faktor hamil di luar nikah. 
1. Perkonomian 
Tinggi rendahnya angka pernikahan dini sangat dipengaruhi 
oleh rendahnya ekonomi masyarakat dalam keluarga. Meskipun di 
Kecamatan Kartasura bukan tergolong dalam pedesaan, namun tidak 
sedikit masyarakat yang tertinggal secara ekonomi. Karena orangtua 
dari 3 pasangan nikah dini akibat hamil di luar nikah yang menjadi 
informan dalam skripsi ini perekonomiannya relatif rendah, sehingga 
tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya ke jenjang 
yang lebih tinggi. 
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Dari data yang penulis peroleh dalam (tabel 1.3) dapat dilihat 
bahwa prosentase jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di 
Kecamatan Kartasura yang paling banyak di sektor karyawan swasta 
yaitu sejumlah 27.042 atau 24,94% dari keseluruhan. Penghasilan rata-
rata sebesar gaji UMR di Sukoharjo Rp. 1.783.500.  
Dari hasil wawancara langsung dengan pelaku nikah dini akibat 
hamil di luar nikah dapat disimpulkan bahwa setelah menikah dan 
mempunyai anak, 3 pasangan nikah dini bekerja sebagai karyawan 
pabrik dan karyawan di rumah makan. Seperti yang diutarakan DN 
pelaku nikah dini: 
“Saya dan istri bekerja semua mbak. Istri juga kerja jadi 
karyawan mbak di warung sekitar UMS. Jadi anak tak titipkan 
ke orang tua, lagian rumah orang tuaku deket mbak.”1 
Tidak hanya DN, ISA pelaku nikah dini juga bekerja sebagai  
karyawan: 
“Penghasilan suami 1.820.000,- kalau saya ± 750.000,- karna 
hanya menjaga stand dirumah makan. Untuk pengeluaan ya 
kira-kira 1.000.000,- ada mbak untuk kita bertiga.”2 
2. Hamil Diluar Nikah 
Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi, 
selain faktor ekonomi, faktor penddidikan, dan tak lain adalah karena 
faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (married by 
                                                          
1 DN, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2018, jam 13.15 - 14.30 
WIB. 
 
2 ISA, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2019, jam 19.30 - 20.45 WIB. 
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accident) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki 
dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena 
perempuan telah hamil duluan diluar nikah. Dalam rangka memperjelas 
status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar 
keduanya. Orangtua pasti juga menghendaki terhadap pihak laki-laki 
yang menghamili anak perempuannya untuk bertanggung jawab dan 
segera menikahi untuk menutupi aib keluarga. Meskipun hal itu akan 
berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih 
berstatus pelajar dan belum bekerja sehingga pasangan pengantin baru 
ini akan rawan terjadi cekcok yang berawal dari masalah-masalah kecil 
seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.  
“Karna kalau tidak segera menikah, keburu saya nanti 
melahirkan mbak. Waktu itu udah jalan 3 bulanan. Mau tidak 
mau ya harus nikah, awalnya saya tidak mau menerima 
lamaran suami saya itu. Tapi untuk kedua kalinya suami saya 
datang ke rumah akhirnya saya setuju. Orangtua juga khawatir 
kalau tidak segera menikah akan jadi omongan orang lagi.”3 
Pernikahan yang dilangsungkan dimana calon pasangan masih 
berusia dibawah batas usia yang telah ditentukan dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria telah 
mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) sedangkan untuk pihak 
perempuan sudah mencapai (enambelas tahun), maka hal ini termasuk 
melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. 
                                                          
3 ISA, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2019, jam 19.30 - 20.45  
WIB. 
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Namun pada realitanya masyarakat belum memperhatikan aturan yang 
telah ada, karena kurangnya pemahaman mengenai batasan usia 
pernikahan yang telah tertuang di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. 
B. Analisis Terhadap Dampak Pernikahan Dini Hamil Diluar Nikah 
Pada dasarnya tidak ada patokan yang baku mengenai usia 
pernikahan yang dianggap pantas pada seseorang secara sosial, kecuali yang 
telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 
Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang 
diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, 
baik secara biologis dan mampu bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah 
siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga sehingga 
berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi perempuan ia 
harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan 
rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. 
Menikah merupakan suatu keputusan yang seharusnya diambil 
secara sadar dan melalui banyak pertimbangan sehingga tidak dapat 
dilakukan secara sembarangan. Pasangan yang sudah menikah pun bukan 
berarti telah mencapai puncak kebahagiaannya, namun di dalam perkawinan 
itu sendiri tetap diperlukan perjuangan yang tidak mudah dari kedua pihak 
untuk mempertahankannya. Karena itulah banyak anjuran agar pernikahan 
dilakukan pada usia yang cukup matang. Namun walaupun demikian pada 
95 
 
prakteknya tetap saja banyak pasangan yang menikah pada usia yang masih 
tergolong sangat dini karena berbagai alasan dan faktor yang memicu untuk 
segera menikah. 
1. Dampak Positif 
Salah satu alasan paling kuat untuk menikah pada usia yang 
sangat muda adalah untuk menghindari dua insan dari resiko melakukan 
pergaulan bebas yang melanggar ajaran agama dan norma sosial. 
Pernikahan dini terbukti lebih cepat mendewasakan orang-orang yang 
terlibat di dalamnya dan membuat mereka mampu mengontrol emosi 
dengan lebih baik.  
Dengan demikian, berumah tangga tentunya memiliki berbagai 
tuntutannya sendiri. Baik suami maupun isteri perlu berusaha untuk 
dapat memenuhi tugas atau peranan mereka masing-masing di dalam 
rumah tangganya. Hal ini tentu dapat memupuk rasa tanggung jawab 
yang lebih tinggi sejak awal pernikahan dan membuat orang berusia 
muda dapat lebih merasakan tanggung jawab dan cara menguatkan 
mental. Seperti yang diutarakan oleh ISA, pelaku nikah dini: 
“Perubahan setelah nikah dan punya anak ya pola pikirnya 
lebih dewasa, mandiri, bertanggung jawab sama keluarga. 
Sekarang saya lebih fokus ke kerja juga anak mbak.”4 
                                                          
4 ISA, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2019, jam 19.30 - 20.45  
WIB. 
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Kemudian seperti diketahui bahwa membesarkan anak 
membutuhkan energi yang besar. Menjadi orangtua di usia muda juga 
memiliki banyak dampak positif pernikahan dini berupa energi yang 
masih berada pada tingkat tinggi ketika membesarkan anak. Usia yang 
masih muda pastinya identik dengan tingkat energi yang masih tinggi 
dan kondisi tubuh yang masih bugar dan sehat, sehingga dapat menjadi 
modal yang cukup untuk membesarkan anak. 
2. Dampak Negatif 
Pertama, dari segi pendidikan seseorang yang melakukan 
pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa 
berbagai dampak terutama dalam dunia pendidikan seperti yang 
diungkapkan MF, pelaku nikah dini: 
“Mergo yang-yangan keblabasen, trus hamil akhire pedot 
sekolah.” (karena pacaran berlebihan terus hamil akhirya putus 
sekolah).5 
 
Seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus 
SMP atau SMA, tentu kenginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau 
menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal 
tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang 
tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus  
mereka lakukan setelah menikah terlebih untuk mengurus anak. 
                                                          
5 MF, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 08 Januari 2019, jam 16.00 – 17.00 
WIB. 
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Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya 
proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah 
ketenagakerjaan, realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang 
mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, 
dengan demikian dia dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. 
Kedua, dari segi psikologi ditinjau dari segi sosial, pernikahan 
dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh 
emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan pola pikir yang belum 
matang. 
Pernikahan dini memang dapat menjadi solusi untuk 
menghindari para remaja dari hal-hal yang tidak di inginkan. Apalagi 
bagi pasangan yang telah hamil diluar nikah untuk menutupi aib juga 
supaya jelas status anaknya nanti. Namun sangat banyak efek negatif 
yang ditimbulkan sebab pernikahan tersebut tidak di dasari atas dasar 
kemampuan dan kemandirian. Banyak pasangan pernikahan dini setelah 
menikah masih bergantung kepada orang tuanya. MF, pelaku nikah dini 
mengatakan: 
“Penghasilan ± 1.800.000, nek pengeluaran ora mesti mbak 
mergo jek melu wongtuo.” (penghasilan ± 1.800.000, kalau 
pengeluaran tidak pasti mbak karena masih ikut orangtua).6 
 
                                                          
6 MF, Pelaku Nikah Dini, Wawancara Pribadi, 08 Januari 2019, jam 16.00 – 17.00 
WIB. 
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Jadi pernikahan dini boleh saja apabila telah masak jiwa raganya 
untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. Bapak Andi Mardian mengatakan 
dampak yang timbul dari pernikahan dini terutama bagi pelaku seperti: 
“Ada kekhawatiran pernikahannya itu tidak harmonis. Jadi 
kaya dia belom siap mental, atau karna belom dewasa dikira 
suka sama suka aja udah cukup, lebih mendahulukan emosi 
saja, nafsunya tidak terkontrol. Banyak madhorotnya 
pernikahan tersebut.”7 
 
C. Analisis Pernikahan Dini Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 
Para pakar hukum Islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam 
masalah ini. Imam Mazhab seperti Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Maliki, dan 
Ahmad bin Hanbal membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang 
hamil karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang 
menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya 
dikawini.8 Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah 
berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, 
sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman 
orag lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa perkawinan 
                                                          
7 Andi Mardian, Dosen IAIN Surakarta, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2019, jam  
11.00 – 11.37 WIB. 
 
8 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  
1995), hlm. 96. 
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dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan 
coitus/hubungan badan sebelum anaknya lahir.9 
Adapun menikahi wanita yang sedang hamil, dan kehamilannya itu 
karena perbuatan orang lain, menurut pendapat Imam Abu Yusuf, 
perkawinannya hukumnya fasid (batal). Sedangkan Abu Hanifah dan Imam 
Syafi’I berpendapat bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki 
lain adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain, dan 
boleh mengumpulinya karena janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh 
benih yang baru ditanam.10 
Sementara menurut hukum positif sebagaimana tertera dalam Pasal 
7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai 
batasan umur untuk melaksanakan pernikahan adalah sekurang-kurangnya 
19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri. Lalu juga ada pasal 
lain yang menyebutkan bahwa pernikahan dibawah usia 21 tahun hanya bisa 
dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yakni harus meminta 
dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orangtua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan mengenai 
pernikahan diusia muda, juga ditegaskan kembali dalam PP No. 9 Tahun 
1975 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam. 
                                                          
9  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf, jilid 6, (Bandung: PT Al  
Ma’arif), hlm. 150-151. 
 
10 Ibid.. hlm. 40. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah di eksplorasikan pada bab-bab 
sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu 
sebagai berikut: 
1. Ada beberapa faktor penyebab hamil diluar nikah di Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo, yaitu mulai dari faktor perekonomian, 
dan faktor pernikahan dini akibat hamil di Kecamatan Kartasura. 
Kemudian dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini akibat 
hamil di luar nikah terdapat dampak positif dan dampak negatif. 
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini 
akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo. 
a. Tinjauan Hukum Islam 
Ada beberapa pendapat Imam Mazhab: Pertama, menurut 
Imam Abu Hanifah hukumnya ialah sah apabila ia menikah dengan 
laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad 
nikah. Ulama Hanafi berpendapat demikian karena mengacu pada 
ayat al-qur’an bahwa perempuan yang hamil bukanlah salah satu 
perempuan yang haram untuk dinikahi, disebutkan dalam QS. An-
Nisa [4] ayat 23. Kedua, Imam Malik sependapat dengan Imam 
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Hanbali bahwa perempuan yang hamil memiliki masa iddah atau 
masa tunggu. Jadi pernikahannya tidak sah sampai perempuan 
tersebut melahirkan. Ketiga, Imam Syafi’i memberi pendapat bahwa 
hukum perempuan yang disaat hamil adalah sah menikah selama 
tidak ada dalil yang melarangnya. Perempuan yang hamil boleh 
dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang 
tidak menghamili. Pernikahan yang dilakukan perempuan itu 
meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab 
syafi’i selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan 
adanya ijab qabul. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa perempuan 
hamil tidak memiliki masa iddah. Dan keempat, Imam Ahmad bin 
Hanbal mengatakan tidak sah pernikahan perempuan dalam keadaan 
hamil dan boleh menikah setelah lewat masa iddahnya yakni setelah 
melahirkan bayi dalam kandungannya. 
b. Tinjauan Hukum Positif 
Menurut hukum positif sebagaimana tertera dalam Pasal 7 
ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mengenai batasan umur untuk melaksanakan pernikahan adalah 
sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi 
calon isteri. Lalu juga ada pasal lain yang menyebutkan bahwa 
pernikahan dibawah usia 21 tahun hanya bisa dilangsungkan dengan 
persyaratan tambahan yakni harus meminta dispensasi kepada 
Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
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orangtua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan 
mengenai pernikahan diusia muda, juga ditegaskan kembali dalam 
PP No. 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam.  
B. Saran 
Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar 
nikah, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti memberi 
saran sebagai berikut: 
1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda penerus 
bangsa, dengan hal ini harus dimulai dari peran orangtua sebagai 
madrasah pertama bagi anak-anaknya, memperhatikan baik dari segi 
pergaulan dan perkembangan anak. 
2. Perlu adanya sosialisasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo agar mempunyai kesadaran hukum. Pentingnya pengetahuan 
masyarakat mengenai batasan umur pernikahan supaya tidak semakin 
marak kasus-kasus pernikahan dini yang berkembang luas, yang akan 
berdampak terutama pada pelaku nikah dini dan keluarganya, karena 
diusia yang belum matang pola pikir dari pasangan yang menikah usia 
dini dikatakan belum dewasa, artinya belum sepenuhnya bertanggung 
jawab terhadap keluarga.  
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A. Wawancara dengan Kepala KUA Kartasura 
Narasumber : Bapak H. Agus Ridwan Widodo, S. Ag 
Waktu : 28 Desember 2018, jam 10.30 – 11.00 WIB 
Yunneke : Apakah di Kecamatan Kartasura ini banyak 
pasangan yang melakukan pernikahan dini Bapak? 
Kepala KUA : Tidak banyak namun setiap tahunnya pasti ada 
mbak. 
Yunneke : Biasanya pada umur berapa pasangan yang 
melakukan pernikahan dini? 
Kepala KUA : Pernikahan Dini dilakukan oleh umur yang kurang 
dari 16 tahun perempuan, dan 19 tahun bagi laki-
laki. 
Yunneke : Adakah alasan kenapa mereka ingin menikah 
padahal usianya masih dibawah umur? 
Kepala KUA : Yang pertama karena terlanjur sudah hamil, itu 
faktor yang biasa dilakukan pelaku nikah dini karena 
faktor hamil duluan. 
Yunneke : Apakah saran Bapak kepada pasangan dibawah 
umur yang ingin menikah? 
Kepala KUA : Saran saya setelah mereka nanti berumah tangga, 
untuk kehamilan berikutnya ditunda, artinya bisa di 
planning. Jadi biar matang dulu, yang sudah terlanjur 
itu memang harus disesali dan yang jelas harus 
memohon ampun pada yang Kuasa untuk tidak 
berbuat yang salah lagi. Kemudian kedepannya 
untuk rumah tangganya agar bisa menjadi tenteram, 
tenang, dan harus sudah benar-benar menjadi 
seorang Ayah dan seorang Ibu. Kemudian fokus 
pada anak, fokus mencari nafkah, dan bisa mendidik 
anaknya. 
Yunneke : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 
pernikahan dini? 
Kepala KUA : Selain hamil duluan, faktor yang lain karena takut 
(aib). Baik itu bagi orang tua sendiri maupun pihak 
mertua. Ketakutan untuk terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan oleh anak. Walaupun sudah diberi tahu, 
walaupun sudah dikekang ataupun tidak dibolehkan 
tetapi anak sekarang lebih canggih dan lebih pinter 
dalam memberikan alasan. 
Yunneke : Dampak apa yang timbul dari pernikahan dini, 
terutama bagi si pelaku nikah dini? 
Kepala KUA : Yang jelas sebenarnya bagi si pelaku nanti akan 
menanggung malu, baik itu di keluarganya, juga di 
lingkungan masyarakat sekitar. Nanti juga 
mengakibatkan perceraiannya pun itu dimungkinkan 
sekali. Karena tidak ada unsur niat untuk menikah 
sehingga dia menikah akan menjadi penyesalan, 
sehingga penyesalanpun berujung pada perpisahan 
ditengah jalan pada keluarga. Tidak akan langgeng, 
itu akibat yang dipaksakan oleh anak sebelum usia 
nikah 
Yunneke : Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus 
kehamilan diluar pernikahan? 
Kepala KUA : Kasusnya sesuai Kompilasi Hukum Islam boleh 
dinikahkan oleh orang yang menghamili. Lagipula 
jika tidak segera dinikahkan nanti kasian anaknya.  
Yunneke : Adakah upaya-upaya untuk menghindari pernikahan 
dini akibat hamil diluar nikah? 
Kepala KUA : Ada beberapa upaya yaitu yang pertama dari sisi 
orang tua harus jeli, harus bisa mengawasi anak baik 
itu di handphone, di pergaulannya, dan sebagainya 
dari sisi tugas sebagai orangtua. Kemudian bagi si 
pendidik juga demikian pula harus selalu 
mengingatkan di sekolah ataupun pendidikannya 
dimanapun berada. Yang ketiga, diadakan 
penyuluhan seperti sosial team, ataupun pendidikan 
pranikah. Setidaknya harus mampu dan mau 
mengetahui seluk beluk tentang rumah tangga. Baru 
setelah matang dan mengerti baru boleh untuk 
menikah yaitu setelah ia matang, baik untuk usianya 
maupun pola pikirnya.  
 
B. Wawancara dengan Pelaku Nikah Dini 
Narasumber : DNI 
Waktu : 23 Desember 2018, jam 13.15 – 14.30 WIB 
Yunneke : Pada tahun berapa Anda menikah? 
Pelaku Nikah Dini : Tahun 2017 mbak. 
Yunneke : Pernikahannya ketika Anda umur berapa? 
Pelaku Nikah Dini : Pas aku umur 18 tahun mbak. 
Yunneke : Menikah waktu udah lulus sekolah atau bagaimana? 
Pelaku Nikah Dini : Aku lulus SMP tok mbak, nek bojoku lanjut sekolah 
tekan lulus SMA.  
Yunneke : Mengapa Anda tidak melanjutkan sekolah dan 
memilih untuk menikah diusia yang masih terlalu 
muda? 
Pelaku Nikah Dini : Kan aku sekolah ra tutuk, intine kui. Aku wis wegah 
sekolah timbang ngentek-ngentekne duit wong 
tuoku wong yo aku sekolah kadang mbolos, yo 
mergo uwis ra niat. Penginku pas aku pedot sekolah 
kui yo aku kerjo. Wes kerjo barkui nikah ro bojoku 
kui. Dadi aku STM ora lulus mbak. Bojoku lulusan 
SMA, nek aku gur lulusan SMP mergo ra tutuk. 
Yunneke : Apakah Anda mengetahui adanya batasan umur 
untuk menikah dalam Undang-undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974? 
Pelaku Nikah Dini : Ora mbak. 
Yunneke : Apa yang melatarbelakangi Anda menikah pada 
umur sekian? 
Pelaku Nikah Dini : Sing melatarbelakangi nikah faktore yo mergo 
wegah ngentek-ngentekne duit wong tuo, wis males 
sekolah ndisik aku pen ndang ndue bojo. Pikirku 
ngono mbak mergo wis wegah sekolah. 
Yunneke : Langkah apa yang Anda tempuh untuk dapat 
menikah dengan usia yang belum memenuhi syarat? 
Pelaku Nikah Dini : Pertama ki golek surat nang RT sek, minta surat 
pengantar RT trus ke Kelurahan trus ke Pengadilan 
Agama Sukoharjo mengajukan dispensasi kawin ben 
isoh nikah. Bali peng pindho mbak. Putusan sidange 
wes enek, trus etuk surat dispensasi, karo surat 
pengantar seko PA barkui ngajokne neng KUA. Ijab 
e nang KUA Laweyan nggone bojoku mbak.  
Yunneke : Sebelum menikah apakah ada kendala? 
Pelaku Nikah Dini : Kendalane yo kui mbak, ngenteni suwe mergo 
ngenteni sidang kui tok. Karo nunggu seko KUA ne 
mbak, ndaftar kan proses e ora langsung iso cepet. 
Yunneke : Setelah menikah sudah dikaruniai anak berapa? 
Pelaku Nikah Dini : Anak 1 mbak. 
Yunneke : Bagaimana kondisi rumah tangga Anda setelah 
menikah? 
Pelaku Nikah Dini : Nganti saiki apik-apik wae mbak. Nek masalah tetep 
enek mbak, tapi tekan saiki yo alhamdulillah jek 
bareng. Masalah po hal-hal sepele ki yo tetep enek 
tapi barkui wes yo wes. 
Yunneke : Apakah setelah menikah Anda bekerja untuk 
mencari nafkah? 
Pelaku Nikah Dini : Saya dan istri bekerja semua mbak. Istri juga kerja 
jadi karyawan mbak di warung sekitar UMS. Jadi 
anak tak titipkan ke orang tua, lagian rumah orang 
tuaku deket mbak. 
Yunneke : Berapa penghasilan dan pengeluaran selama 1 
bulan? 
Pelaku Nikah Dini : Penghasilanku kurang lebih 2.000.000,- mbak. Tapi 
nek digabung penghasilan istri bisa sekitar 
4.000.000,-. Kalau untuk pengeluaran kira-kira bisa 
habis 2.000.000,- an yo setengah seko penghasilan 
kui nggo keperluan dan kebutuhan anak juga yang 
sudah berumur 5 tahun karo dinggo kebutuhan lain-
laine. 
Yunneke : Perubahan apa saja yang Anda rasakan ketika setelah 
menikah, dan setelah mempunyai anak? 
Pelaku Nikah Dini : Perubahanku dadi isoh ngatur awakku dewe mbak, 
endi sing kudu tak pentingke ketimbang 
keseharianku sing gur dolan-dolan tok. Secara yang 
diharuskan aku kudu enek wektu, perhatian, intine 
keluarga sing neng omah sekarang tak nomer 
satukan. Mikirku gur kerjo karo kerjo dolane wis 
jarang mbak. Setelah kebutuhan keluarga kabeh 
terpenuhi, tinggal kebutuhan lainnya. Apakah nanti 
mau main kek, kemana kek, tapi itu semua tak 
lakukan yo sama keluargaku mbak. Saya nonton bola 
aja sekarang sama istri terus mbak gak kaya dulu nek 
dolan kemana-mana sendiri. Ndisik yen dolan wengi 
dicereweti bojoku mbak, diseneni tapi nyenenine yo 
ngandani kudu enek waktu lah nggo keluarga. Awal 
nikah ngono sue-sue aku sadar dewe, ngerti posisine 
neng omah. Yen saiki sing tak lakoni saiki aku akeh 
nang omahe timbang dolan. Yen ndisek tak akoni 
akeh metune akeh dolane, jam 3 jam 2 esuk lagi bali 
nek saiki ora.  
Yunneke : Setelah menikah tinggal dirumah sendiri atau 
orangtua? 
Pelaku Nikah Dini : Ngomah dewe mbak, aku ro bojoku. Nek anakku 
melu mbahe omahe satu desa beda rumah. Dadi aku 
nang omah gur karo bojoku tok. 
Yunneke : Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah yang 
terjadi di dalam rumah tangga? 
Pelaku Nikah Dini : Ngene mbak, masalahe dalam segi opo sek. Masalah 
sing abot opo sing entheng. Yen masalah sing abot 
kan aku durung iso ngelakoni, kudu tetep njaluk 
saran wongtuo. Tapi nek gur masalah hal sepele 
biasa dirampungke dewe tetep isoh. Tapi nek 
masalah sing abot misale ameh pegat, kan tetep karo 
wongtuo ora gur awakdewe tok. Nek cekcok biasa 
diseleseke dewe karo bojo. Koyo nonton bal wae lah, 
aku meh nonton bal neng Bekasi ora muleh. Kadang 
aku ngomong ro wongtuoku penake pie, kan aku 
seneng bal-balan. Womg tuoku yo ngekek i alesan ro 
masukan mbak, kadang kon rasah mangkat.  
 
Wawancara dengan Pelaku Nikah Dini 
Narasumber : ISA 
Waktu : 04 Januari 2019, jam 19.30 – 20.45 WIB 
Yunneke : Pada tahun berapa Anda menikah? 
Pelaku Nikah Dini : Tahun 2018 
Yunneke : Pernikahannya ketika Anda umur berapa? 
Pelaku Nikah Dini : Pas saya lulus SMP umur 15 tahun mbak 
Yunneke : Menikah pada waktu udah lulus sekolah atau 
bagaimana? 
Pelaku Nikah Dini : Setelah lulus SMP, terus saya mendaftar sekolah ke 
SMA, tapi karna ternyata saya hamil dihamili pacar 
saya ya kemudian nikah mbak. Jadi saya nggak 
lanjut lagi mau sekolah SMA. Dan saya juga bekerja 
tidak hanya suami yang kerja 
Yunneke : Mengapa Anda tidak melanjutkan sekolah dan 
memilih untuk menikah diusia yang masih terlalu 
muda? 
Pelaku Nikah Dini : Karna kalau tidak segera menikah, keburu saya nanti 
melahirkan mbak. Waktu itu udah jalan 3 bulanan. 
Mau tidak mau ya harus nikah, awalnya saya tidak 
mau menerima lamaran suami saya itu. Tapi untuk 
kedua kalinya suami saya datang ke rumah akhirnya 
saya setuju. Orangtua juga khawatir kalau tidak 
segera menikah akan jadi omongan orang lagi. 
Yunneke : Apakah Anda mengetahui adanya batasan umur 
untuk menikah dalam Undang-undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974? 
Pelaku Nikah Dini : Tidak tau mbak. 
Yunneke : Apa yang melatarbelakangi Anda menikah pada 
umur sekian? 
Pelaku Nikah Dini : Salah pergaulan mbak. Pacaran keblabasan akhirnya 
saya hamil. 
Yunneke : Langkah apa yang Anda tempuh untuk dapat 
menikah dengan usia yang belum memenuhi syarat? 
Pelaku Nikah Dini : Ke RT dulu minta surat pengantar trus ke Kecamatan 
mbak, habis itu ke KUA. Tapi syarat-syaratnya 
sudah diurus oleh orangtua. Jadi saya kurang begitu 
paham prosedurnya. 
Yunneke : Sebelum menikah apakah ada kendala? 
Pelaku Nikah Dini : Alhamdulillah tidak ada mbak. Karna semua sudah 
diurus oleh orang tua dan mertua saya. 
Yunneke : Setelah menikah sudah dikaruniai anak berapa? 
Pelaku Nikah Dini : Satu anak mbak 
Yunneke : Bagaimana kondisi rumah tangga Anda setelah 
menikah? 
Pelaku Nikah Dini : Awal-awal menikah sering bertengkar dengan 
suami. Karna suami saya masih sering main 
keluyuran dengan teman-teman desa. Pernah waktu 
malam saya datangi dan tak omelin suruh pulang 
untuk ngurusi anak. Pernah juga tak kunciin pintu 
mbak karna saya emosi suami pulangnya malam. 
Jadi suami saya pulang ke rumah orangtuanya karna 
tidak saya bukakan pintu. Juga suami masih sering 
komunikasi dengan cewe-cewe teman di facebook. 
Tapi sekarang sudah mendingan mbak, suami tidak 
saya pegangi HP. Jadi tidak bisa menghubungi siapa-
siapa lagi. Dia sudah bertanggung jawab dengan 
keluarga, dan juga nggagas anaknya. 
Yunneke : Apakah setelah menikah Anda bekerja untuk 
mencari nafkah? 
Pelaku Nikah Dini : Selain suami, saya juga kerja mbak. Meskipun tidak 
seberapa yg penting saya punya penghasilan sendiri. 
Yunneke : Berapa penghasilan dan pengeluaran selama 1 
bulan? 
Pelaku Nikah Dini : Penghasilan suami 1.820.000,- kalau saya ± 
750.000,- karna hanya menjaga stand dirumah 
makan. Untuk pengeluaan ya kira-kira 1.000.000,- 
ada mbak untuk kita bertiga. 
Yunneke : Perubahan apa saja yang Anda rasakan ketika setelah 
menikah, dan setelah mempunyai anak? 
Pelaku Nikah Dini : Perubahan setelah nikah dan punya anak ya pola 
pikirnya lebih dewasa, mandiri, bertanggung jawab 
sama keluarga. Sekarang saya lebih fokus ke kerja 
juga anak mbak.  
Yunneke : Setelah menikah tinggal dirumah sendiri atau 
orangtua? 
Pelaku Nikah Dini : Dulu awal menikah dirumah orangtua suami 
(mertua), sekarang seringnya dirumah orangtua 
saya. 
Yunneke : Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah yang 
terjadi di dalam rumah tangga? 
Pelaku Nikah Dini : Kalau ada masalah diomongin berdua mbak. 
Biasanya cuma masalah-masalah kecil kok. Jadi ya 
kita rembukan mencari solusi. Dulu sering berantem 
waktu dirumah mertua saya, sering dinasahati gitu 
mbak. Sekarang kita selesaikan berdua. 
 
Wawancara dengan Pelaku Nikah Dini 
Narasumber : MF 
Waktu : 08 Januari 2019, jam 16.00 – 17.00 WIB 
Yunneke : Pada tahun berapa Anda menikah? 
Pelaku Nikah Dini : Tahun 2015. 
Yunneke : Pernikahannya ketika Anda umur berapa? 
Pelaku Nikah Dini : Umur 17. 
Yunneke : Menikah pada waktu udah lulus sekolah atau 
bagaimana? 
Pelaku Nikah Dini : Durung lulus SMA, mergo bojoku meteng akhire 
nikah. 
Yunneke : Mengapa Anda tidak melanjutkan sekolah dan 
memilih untuk menikah diusia yang masih terlalu 
muda? 
Pelaku Nikah Dini : Mergo yang-yangan keblabasen, trus hamil akhire 
pedot sekolah. 
Yunneke : Apakah Anda mengetahui adanya batasan umur 
untuk menikah dalam Undang-undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974? 
Pelaku Nikah Dini : Ndak ngerti. 
Yunneke : Apa yang melatarbelakangi Anda menikah pada 
umur sekian? 
Pelaku Nikah Dini : Hamil sek mbak. 
Yunneke : Langkah apa yang Anda tempuh untuk dapat 
menikah dengan usia yang belum memenuhi syarat? 
Pelaku Nikah Dini : Neng RT/RW golek surat pengantar terus neng 
kelurahan golek N1/N2/N3. Karo surat numpang 
nikah i neng KUA opo kelurahan lali aku. Terus 
entuk surat kui digowo dikekne kelurahan, wes ngko 
diurusi modin e kabeh. Terus aku kon neng KUA 
nggon ndaftar pernikahan. Karo numpuk data ne 
yowis trus ditakoni data-data keasliane. Ditakoni 
nikahe kapan, mahar e opo, neng KUA po neng 
omah nikahe.  
Yunneke : Sebelum menikah apakah ada kendala? 
Pelaku Nikah Dini : Kendalane ngurusi berkas-berkase kui mbak, tapi yo 
gampang sih. 
Yunneke : Setelah menikah sudah dikaruniai anak berapa? 
Pelaku Nikah Dini : Anakku wis 2, sundulen dadine kacek mung setaun 
tok. Sing gede umur 3 tahun wingi september, sing 
cilik sesok februari umur 2 tahun. 
Yunneke : Bagaimana kondisi rumah tangga Anda setelah 
menikah? 
Pelaku Nikah Dini : Apik-apik wae mbak nganti yahene. 
Yunneke : Apakah setelah menikah Anda bekerja untuk 
mencari nafkah? 
Pelaku Nikah Dini : Iyo mbak kerjoku neng toko sepatu Baron, Solo. Nek 
bojoku ndisek kerjo neng toko klambi Mulia, 
Ngadirejo kono mbak tapi wes ora. Saiki mbendino 
nggawe capcay/bakmi dibungkusi di dol keliling 
nggo tambah-tambah karo jajane anak-anak. 
Yunneke : Berapa penghasilan dan pengeluaran selama 1 
bulan? 
Pelaku Nikah Dini : Pengasilan ± 1.800.000, nek pengeluaran ora mesti 
mbak mergo jek melu wongtuo.  
Yunneke : Perubahan apa saja yang Anda rasakan ketika setelah 
menikah, dan setelah mempunyai anak? 
Pelaku Nikah Dini : Nek ora kerjo neng omah isoh leren, jarang dolane. 
Anak-anak dimong karo bojoku. Nek koyo jamane 
ijek sekolah kae malah kadang manggung, etuk job 
nyanyi nang mantenan. 
Yunneke : Setelah menikah tinggal dirumah sendiri atau 
orangtua? 
Pelaku Nikah Dini : Saiki manggon kene nggone morotuo, tapi nek tiap 
esuk bali neng ngomah wongtuoku karo ngajak pit-
pitan anakku.  
Yunneke : Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah yang 
terjadi di dalam rumah tangga? 
Pelaku Nikah Dini : Dirampungke bareng-bareng, tapi paling masalah 
cilik mbak ra nganti masalah gede. 
 
C. Wawancara dengan Dosen IAIN Surakarta 
Narasumber : Andi Mardian, Lc., M.A 
Waktu : 22 Januari 2019, jam 11.00 – 11.37 WIB 
Yunneke : Bagaimana pendapat Bapak mengenai pernikahan 
dini akibat hamil di luar nikah di Kecamatan 
Kartasura? 
Bapak Andi : Yang pertama sedih, harusnya nikah dini itu ngga 
masalah, tapi karna nikah dini masalahnya udah 
hamil. Kedua, kenapa kok masyarakat kita 
cenderungnya kalau hamil diluar nikah justeru malah 
dapet hadiah kawin padahal dalam Islam ndak 
seperti itu. Jangan dikawini kalau perlu jangan di 
datengin perkawinannya itu sebagai sanksi sosial 
bahwa kita ngga suka. Kalau kita dateng seolah-olah 
itu hal biasa dan makanya sudah jadi biasa. Tapi 
kalau hukum Islam tidak boleh dinikahkan, 
meskipun pelakunya dia. Boleh dinikahi tapi setelah 
lahir anaknya. Kalau dalam Undang-undang kita, 
bagaimanapun konsekuensinya kalau dinikahi dia 
tidak boleh digauli sampai anaknya itu lahir dan di 
nikah ulang. Tapi dalam prakteknya kejadian di 
masyarakat sudah seperti ini, ya paling tidak kita 
membatasi keluarga kita lebih kepada pencegahan. 
Paling tidak itu tidak banyak lagi lah kejadian kasus-
kasus nikah dini akibat hamil. 
Yunneke : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 
pernikahan dini? 
Bapak Andi : Arahnya ke pornografi, kemudian tempat-tempat 
kemaksiatan yang berkedok panti pijat, berkedok 
rumah sewaan, dan apapun itu yang jadi PR kita 
bersama. Intinya masih maraknya tempat-tempat 
kemaksiatan yang mungkin tanpa sengaja itu di 
dekengi oleh aparat. Mungkin pemerintah juga tidak 
begitu tegas, ya lagi-lagi oknum sih. 
Yunneke : Dampak apa yang timbul dari pernikahan dini, 
terutama bagi si pelaku? 
Bapak Andi : Ada kekhawatiran pernikahannya itu tidak harmonis. 
Jadi kaya dia belom siap mental, atau karna belom 
dewasa dikira suka sama suka aja udah cukup, lebih 
mendahulukan emosi saja, nafsunya tidak terkontrol. 
Banyak madhorotnya pernikahan tersebut. 
Yunneke : Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus 
kehamilan di luar pernikahan? 
Bapak Andi : Pertama tadi sedih, kedua menunjukkan ternyata 
pemahaman orangtua dalam menjaga anak-anaknya 
baik itu gadis maupun yang perjaka ternyata kurang 
kontrol dari orangtua sehingga menyebabkan itu bisa 
terjadi, kemudian faktor dari lingkungan yang 
membuat orang terlalu bebas berpacaran. Juga 
kedekatan antara orangtua dan anak, ayahnya kerja 
dimana ibunya kerja dimana sehingga anaknya tidak 
terawasi. Dan faktor pendidikan juga, karena banyak 
dari pelakunya itu anak smp dan sma. 
Yunneke : Bagaimana upaya-upaya untuk menghindari 
pernikahan dini akibat hamil di luar nikah? 
Bapak Andi : Kalau pemerintah itu tidak kelihatan ya, tapi kalau 
warga itu kan kita punya di setiap RT ada rapat 
bulanan. Ibaratnya itu curhatan masyarakat, disitulah 
karena disekitar lingkungan saya itu kost-kost an. 
Jadi kita punya perkumpulan pemilik kost-kost an 
yang mana pemilik kost memperketat batasan-
batasan yang ada di kost-kost an. Aturan kost-kost an 
itu ngga ada payung hukumnya. Tapi kita memakai 
hukum masyarakat, dimana kalau warga itu 
melanggar aturan maka kita bisa menegur yang 
punya kost-kost an atau lebih kerasnya lagi kita bisa 
mengeksekusi kepada tamu putra yang tau-tau main 
ke tempat putri. Banyak kasus tu dilakukan di kost-
kost an, flashback pernah kejadian jam 12 malam ada 
yang berduaan dikost dan ditanya katanya belajar 
bersama. Tapi masa iya malem” padahal udah 
ketangkap basah sedang berduaan.  
 
 
D. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Kepala Kelurahan Pucangan) 
Narasumber : Budiyono, S.H 
Waktu : 22 Februari 2019, jam 19.30 – 20.00 WIB 
Yunneke : Bagaimana pendapat Bapak mengenai pernikahan 
dini akibat hamil di luar nikah di Kecamatan 
Kartasura? 
Bapak Budi : Pernikahan di bawah umur bagi saya itu tidak setuju. 
Meskipun telah melalui proses yang di tempuh 
seperti sidang ke Pengadilan maupun mengurus di 
KUA, secara pribadi saya nggak cocok soal itu. 
Karena pernikahan dini yang dipaksakan, karena  
faktor sudah hamil duluan. Kenapa tidak menunggu 
sampai melahirkan saja, jadi karena untuk menutupi 
aib makanya buru-buru ingin menikah. 
Yunneke : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 
pernikahan dini? 
Bapak Budi : Faktor-faktor yang saya amati karena memang 
adanya pergaulan yang kurang terpantau, peran 
orangtua juga dominan sebenarnya. Rata-rata dari 
keluarga yang kurang terpantau, apalagi dalam 
keluarga yang broken home dan sebagainya. Faktor 
lain seperti media sosial itu luar biasa karena 
sekarang telah menjadi kebutuhan pokok dikalangan 
muda. Kemudian dengan banyaknya konten yang 
tidak layak untuk diadopsi oleh remaja, merupakan 
hal-hal yang tidak pas untuk syariat. Sehingga 
mempengaruhi generasi muda untuk melakukan hal 
buruk yang tidak di inginkan. 
Yunneke : Dampak apa yang timbul dari pernikahan dini, 
terutama bagi si pelaku? 
Bapak Budi : Setelah berkeluarga yang saya amati meskipun 
kurang tau prosentase nya, rata-rata rawan dengan 
cekcok karena sebuah kesiapan psikologisnya 
memang belum matang. Kemangatangan fisik 
mungkin telah matang tetapi untuk kematangan 
psikis belum siap untuk menikah. Di bawah usia 20 
saya rasa belum matang secara mental. Dampaknya 
lebih dekat dengan broken home dan kearah 
keharmonisan keluarga. 
Yunneke : Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus 
kehamilan di luar nikah oleh remaja dibawah usia 
nikah? 
Bapak Budi : Pandangan saya terkait menikah dini karena hamil 
oleh anak dibawah usia nikah itu tidak setuju karena 
kurang pas. Dari ketentuan normanya Pemerintah 
juga kurang sesuai. 
Yunneke : Bagaimana upaya-upaya untuk menghindari 
pernikahan dini akibat hamil di luar nikah? 
Bapak Budi : Kalau menghindarinya dari Dinas kesehatan sudah 
dilakukan penyuluhan pranikah, waktu saat mau 
minta imunisasi TP calon pengantin. Kemudian 
laporan pemerintah desa lewat karang taruna, kita  
mempunyai program tentang sosialisasi dampak 
pernikahan dini. Tiap-tiap tahun sudah ada, dan dari 
jalur-jalur itu lebih menekankan untuk lebih  
meningkatkan tingkat keimanan. 
 
E. Wawancara dengan Tokoh Agama 
Narasumber : Sri Sadiman, S.Pd., M.Pd 
Waktu : 22 Februari 2019, jam 17.00 – 17.30 WIB 
Yunneke : Bagaimana pendapat Bapak mengenai pernikahan 
dini akibat hamil di luar nikah di Kecamatan 
Kartasura? 
Bapak Sadiman : Pernikahan dini menurut saya tidak baik, karna 
namanya dini kan belum waktunya. Dan mungkin 
akan berakibat pada dirinya sendiri dan keluarga. 
Akibat yang pertama yaitu  belum matang sehingga 
bisa menyebabkan perceraian. Kemudian kedua, 
bilamana remaja yang menikah dini, dalam 
kehidupannya sehari-hari di masyarakat juga belum 
matang sehingga masih ketergantungan. Nikah 
dibawah usia yang telah diatur dalam Undang-
undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka jelas 
tidak sesuai dan tidak baik.  
Yunneke : Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 
pernikahan dini? 
Bapak Sadiman : Ada faktor intern yaitu keluarga, kurangnya 
pengawasan orangtua, tidak memperhatikan anak, 
kemudian pergaulan yang bebas sehingga faktor 
ekstern di pengaruhi oleh lingkungan. Bisa 
lingkungan ditempat tinggalnya, bisa lingkungan 
bermain dengan teman-temannya. Faktor ekstern 
juga karna terbiasa menonton film-film porno 
sehingga dapat menimbulkan efek bagi remaja. 
Yunneke : Dampak apa yang timbul dari pernikahan dini, 
terutama bagi si pelaku? 
Bapak Sadiman : Keluarga kurang sejahtera seperti yang diharapkan 
karena terpaksa tadi, kurang bahagia, banyaknya 
perceraian diusia muda. Juga membuat citra 
orangtua menjadi jelek. 
Yunneke : Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus 
kehamilan di luar nikah oleh remaja dibawah usia 
nikah? 
Bapak Sadiman : Setahu saya yang namanya hamil diluar nikah ini 
akan menjadi nilai negatif di masyarakat. Kemudian 
orang-orang akan mengatakan anak itu nanti menjadi 
anak yang tidak sah. Apalagi bila setelah melahirkan 
baru menikah akan menjadi pertanyaan anak siapa. 
Hal ini menurut pandangan saya tidak baik karna 
membuat nama orangtua, keluarga dan masyarakat 
tercemar. Juga membuat ketidak akraban dengan 
teman-teman yang lain sehingga menutup diri. 
Artinya membawa aib terhadap dirinya, keluarga, 
serta masyarakat sekitar.  
Yunneke : Bagaimana upaya-upaya untuk menghindari 
pernikahan dini akibat hamil di luar nikah? 
Bapak Sadiman : Untuk menghindari pernikahan dini, anak harus 
diberitahukan bahwa menikah harus umur sekian. 
Kemudian kalau laki-laki harus berumur sekian 
perempuan sekian. Untuk berikutnya dijauhi 
pergaulan yang terlalu bebas yang mengakibatkan 
hamil di luar nikah. Itu sebenarnya sudah ada di 
pendidikan anak itu sendiri, kalau bisa mengontrol 
diri dengan tidak melihat video-video negatif juga 
mampu membatasi pergaulannya, maka tidak akan 
terjadi hal demikian yang menjadi kekhawatiran, 
sesuatu yang tidak di inginkan. Juga peran orangtua 
dan keluarga sangat diperlukan serta peran 
pendidikan yaitu formal dan nonformal. Kalau 
formal tidak mungkin diajarkan yang demikian, jika 
pendidikan nonformal bisa saja karna pengaruh oleh 
lingkungan “sing marai abot”. Wis diwarai ngaji, 
diajari sholat, dll tapi di luar kan bebas. Ini yang 
menjadi penyebab ialah pergaulannya. Selanjutnya 
ketidakbaikan ini akan membawa dampak kepada 
diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 
 
 
 
 Wawancara dengan Bapak H. Agus Ridwan Widodo, S.Ag selaku Kepala KUA  
Kecamatan Kartasura. 
 
 
 
Bersama staff KUA Kartasura yang telah memberikan informasi beserta data yang 
penulis butuhkan. 
   Wawancara dengan Bapak H. Andi Mardian, Lc., M.A selaku Dosen di IAIN 
Surakarta yang bertempat tinggal di Kartasura. 
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Wawancara dengan Bapak Budiyono, S.H selaku Lurah di Pucangan, Kecamatan 
Kartasura. 
 Wawancara dengan Bapak Sri Sadiman, S.Pd., M.Pd selaku Tokoh Agama. 
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